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ABSTRAK 

Oleh Deni Riski Gunawan 

21671014  

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 33 huruf g diperjelas 

bawha untuk menjadi perangkat desa tidak sedang menjalani hukuman pidana 

penjara, dan huruf h tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau 

lebih,. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan maslahah mursalah 

tentang pengangkatan perangkat desa mantan narapidana dan ketentuan 

pengangkatan perangkat desa mantan narapidana dalam undang-undang nomor 3 

tahun 2024 tentang desa sejalan dengan prinsip maslahah mursalah. 

Penelitian ini menggunakan Normatif-Empiris, sifat penelitiannya kualitatif 

dengan Deskriftif dan wawancara atau observasi, menggunakan Pendekatan Ushul 

Fiqih (fiqh approach) Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Perundang-undangan 

(statute approach), dengan data yang di gunakan data primer dan data sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis Tinjauan Maslahah 

Mursalah terhadap pengangkatan perangkat desa mantan narapidana. Secara prinsip 

hukum Islam, pengangkatan ini dapat dibenarkan selama memenuhi syarat tertentu. 

Dalam kerangka Maslahah Mursalah, tindakan ini dianggap membawa manfaat 

lebih besar bagi individu dan masyarakat, terutama dalam hal:a. Rehabilitasi sosial 

dan pengakuan hak asasi bagi mantan narapidana,b. Penguatan nilai-nilai tobat, 

keadilan sosial, dan inklusivitas, c. Tidak adanya dalil syar‟i yang secara eksplisit 

melarangnya, selama tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.  Oleh karena 

itu, jika pengangkatan dilakukan secara transparan, demokratis, dan mendapat 

dukungan masyarakat, maka secara syar‟i dapat dianggap sebagai bentuk 

kemaslahatan yang sah dan sesuai dengan maqashid al-syari‟ah. Ketentuan 

pengangkatan perangkat desa mantan narapidana dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Desa sejalan dengan prinsip Maslahah Mursalah. Regulasi ini 

tidak melarang mantan narapidana untuk diangkat sebagai perangkat desa, asalkan 

memenuhi ketentuan hukum, seperti telah menyelesaikan hukuman, tidak dicabut 

hak politiknya secara tetap, memenuhi syarat administratif, dan mendapatkan 

persetujuan masyarakat melalui mekanisme yang sah. Ketentuan ini mencerminkan 

nilai-nilai keadilan, persamaan hak, dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan 

tujuan syariat Islam untuk menjaga hak dan martabat manusia, serta membuka jalan 

bagi perbaikan dan partisipasi aktif dalam masyarakat. 
 

 

Kata Kunci: Perangkat Desa, Mantan Narapidana, Undang- Undang Nomor 3 

Tahun 2024, Maslahah Mursalah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan kebijakan yang mengatur mengenai desa tepatnya pada 

Pasal 39 yang dimana pembahasannya menganai batasan waktu kepala desa 

selama 6 tahun dengan masa jabatan 3 kali berturut-turut, namun dapat 

diberhentikan dengan alasan yang tercantum dalam pasal 41-45 yang dimana 

menjabarkan bahwa kepala desa dapat diberhentikan oleh bupati/walikota 

karena telah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah dinyatakan sebagai 

terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

berdasarkan register perkara di pengadilan. Sehingga dalam hal ini apabila 

disangkutpautkan dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa maka 

dapat ditarik penjabaran bahwa perangkat desa juga seharusnya seorang yang 

bersih dan terbuka bahwa dirinya tidak ada catatan kriminal apalagi pernah di 

pidana penjara, karena dalam pasal itu juga merujuk apabila seseorang yang 

terseret dalam pidana penjara paling singkat 5 tahun diberhentikan dari masa 

jabatannya.
1
 

Berdasarkan Pasal 39 yang dimana membahas menganai masa jabatan 

kepala desa selama 6 tahun sehingga masa jabatan perangkat desa sesuai 

dengan kepala desa
2
, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 dimana 

perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya
3
, pada Pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa perangkat desa 

diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama 

Bupati/Walikota. Apabila Camat menolak rekomendasi dari Kepala Desa 

maka Kepala Desa harus melakukan penjaringan ulang
4
, penjaringan yang 

dilakukan kepala desa  dengan berbagai syarat yang telah di jelaskan pada 

                                                           
1  Lihat Pasal 39-40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang Desa 
2 Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentan Desa 
3 Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa 
4 Lihat Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa 
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pasal 50 ayat 1 yaitu a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah 

umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 

(empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat 

tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. 

syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
5
 

Dalam hal ini pengangkatan perangkat desa seharusnya sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

dan penjaringan yang dilakukan Kepala Desa harusnya orang yang benar-

benar kompeten untuk dijadikan sebagai perangkat desa bukan karena yang 

mencalonkan itu keluarga atau kerabat dari Kepala Desa, karena yang dicari 

itu orang yang benar-benar orang yang kompeten dan bisa membantu Kepala 

Desa untuk menjalankan tugasnya.
6
 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 30-42 

dan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 112 Tahun 2014 ini sama-sama 

membahas tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
7
, Sehingga pemilihan 

Kepala Desa ini secara Demokrasi dengan cara pemilihan yang dilakukan 

langsung oleh rakyat, sehingga rakyat itu mengetahui Kepala Desa yang mana 

yang paling bersih dan terbuka. Di dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri 

Nomor 112 Tahun 2014 ini Pasal 21 huruf h terdapat penjelasan bahwa calon 

Kepala Desa tidak boleh sedang dalam hukuman pidana penjara. Sehingga 

dalam hal ini sesui yang tercantum dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri 

Nomor 112 Tahun 2014 ini Pasal 21 huruf h bahwa calon Kepala Desa tidak 

boleh sedang dalam hukuman pidana penjara dan bukan hanya calon Kepala 

Desa saja yang tidak boleh sedang dalam hukuman pidana penjara, harusnya 

perangkat desa juga tidak boleh karena rakyat ingin para pemimpin dan 

jajarannya itu orang yang bersih dan terbuka.
8
 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mulai disahkan pada 

                                                           
5 Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa 
6 Lihat Pasal 48-51  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa 
8 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 21 huruf h Tentang 

Pemilihan Kepala Desa 
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tanggal 25 April 2024. Kelahiran Undang-Undang tentang Desa ini 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan 

menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
9
 

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 33 huruf g, 

disebutkan bahwa calon anggota KPU atau Bawaslu tidak sedang menjalani 

hukuman pidana penjara. Sedangkan pada huruf h, diatur bahwa calon tidak 

pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 

minimal lima tahun penjara. Pengecualian berlaku apabila telah lima tahun 

selesai menjalani hukuman dan yang bersangkutan secara jujur serta terbuka 

mengumumkan kepada publik pernah dipidana dan bukan merupakan pelaku 

kejahatan berulang.
10

  

Selanjutnya Penjelasan mengenai masa jabatan Kepala Desa terdapat 

dalam Pasal 39 Ayat 1 yaitu Kepala Desa memegang jabatan selama 8 

(delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan .
11

 

Didalam suatu pemerintahan desa terdapat seorang Kepala Desa yang 

bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan, seperti dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana yang tertera dalam Pasal 26 ayat 1 Kepala Desa berwenang:
12

 

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada 

Bupati/Wali Kota…
13

 

Perangkat Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan 

desa selain Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, 

                                                           
9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa 
10 Lihat Pasal 33 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 33 Tentang Desa 
11 Lihat Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa 
12 Lihat Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024  Tentang Desa 
13 Lihat Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.  
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Perangkat Desa memiliki peran sebagai pembantu Kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam konteks sistem 

ketatanegaraan Indonesia, istilah "pembantu" juga digunakan untuk 

menjelaskan posisi Wakil Presiden dan para menteri dalam membantu 

Presiden. Ketentuan mengenai Perangkat Desa secara khusus diatur dalam 

Pasal 48 hingga Pasal 53 Undang-Undang Des
14

 

Berdasarkan kasus yang terjadi pada tahun 2022 di Kabupaten Pati 

Provinsi Jawa Tengah terdapat seorang mantan narapidana dengan kasus 

pembunuhan yang diangkat menjadi perangkat desa, sehingga pengangkatan 

ini banyak menuai pro dan kontra dari warga yang merasa perangkat desa 

seharusnya memiliki rekam jejak yang bersih dan terhindar dari tindak pidana 

kriminal terlebih dengan kasus kejahatan pembunuhan. Dengan adanya 

fenomena ini citra pemerintahannya akan menjadi rusak dan masyarakat aka 

mempertanyakan bagaimana bisa seorang narapidana bisa lolos masuk 

kedalam pemerintahan yang terlebih bisa lolos syarat adsminitrasi termasuk 

lolos persyartan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisiann) yang sebagai 

syarat adsminitrasi, apabila di SKCK nya saja sudah terekam kejahatan 

bagaimana bisa pemerintah memperkerjakan seorang yang seperti itu, kepala 

desa saja harus bersih dari tindak pidana apalagi perangkatnya yang 

membantu kepala desa untuk mengurus segala persoalan yang ada di desa.
15

 

Terdapat juga di Desa Teluk Bekuang Kecamatan Sawo Kabupaten Nias 

Utara Provinsi Sumatera Utara yang diduga mantan narapidana dan juga 

dipecat dari kepolisian dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika, 

pengangkatan perangkat desa ini menuai kontra dari masyarakat dikarenakan 

bukan hanya mantan narapidana tetapi juga bukan asli penduduk di Desa 

tersebut. Menurut warga setempat yang bersangkutan ini baru tinggal kurang 

lebih satu bulan di Desa Teluk Bekuang dan tinggal di rumah saudaranya 

yaitu Kepala Desa, hal ini seharusnya tidak terjadi karena sesuai dengan 

peraturan yang berlaku untuk diperbolehkannya menjadi perangkat desa itu 

                                                           
14Kedesa.id, Perangkat Desa. (Kedesa.id, 2016). https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraa

n-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/perangkat-desa/ 
15 Kompas, mantan narapidana diangkat menjadi perangkat desa, (Kompas,2022). 

https://www.kompas.com 
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minimal satu tahun tinggal didesa tersebut, seharusnya sebagai pemerintahan 

desa lebih bijaksana dalam pengambilan kebijakan dalam merekrut perangkat 

desa yang seharusnya bersih dari Kolusi dan Nepotisme.
16

 

Kata desa bersumber dari Sanskerta dhēśi, memiliki makna tanah 

kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kamus bahasa indonesa (KBBI), 

desa dimaknai: (1) kumpulan rumah yang tidak berasal di kota yang 

merupakan satu kesatuan kampung atau dusun; (2) wilayah udik atau 

pedalaman yang menjadi lawan dari wilayah perkotaan; dan (3) tempat, 

tanah, atau daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desa diakui sebagai satuan 

pemerintahan paling kecil yang berada di bawah kabupaten atau kota. Oleh 

karena itu, kehidupan masyarakat desa umumnya bersifat komunal, ditandai 

dengan hubungan sosial yang erat, semangat gotong royong, serta memiliki 

adat istiadat dan tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat. Selain itu, karena desa biasanya mencakup wilayah pertanian, 

maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.
17

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah 

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, 

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).22 Menurut 

Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut 

hukum atau dari segi hukum.
18

 Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti 

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan 

atau pendapat dari segi hukum. 

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah 

oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di 

wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang 

melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu 

kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, 

                                                           
16 Riau Kotras. Diduga mantan narapidana mencalonkan diri menjadi perangkat desa. (Riau 

Kotras,2023). https://riaukotras.com 
17 Bambang T. Soemantri, "Pedoman Penyelengaraan Pemerintahan Desa", (Fokus Media, 

Bandung, 2011),12 
18 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 

(EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470. 
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baik yang berupa peraturan peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang 

menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis 

sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah 

komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta 

kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma 

hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. 

Desa merupakan bagian dari wilayah administratif yang berada di bawah 

kewenangan pemerintah kabupaten dan dikelola dengan prinsip 

desentralisasi. Sebagai entitas masyarakat hukum, desa memiliki batas 

wilayah yang jelas serta wewenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang 

berlaku. Keberadaan dan kewenangan desa ini diakui serta dihormati dalam 

kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI.
19

 

Desa, atau dengan sebutan lain yang digunakan di berbagai daerah, telah eksis 

jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai 

unit pemerintahan paling dasar, desa selalu dihuni oleh berbagai kelompok 

sosial yang saling berhubungan, meskipun tingkat keterkaitan antar kelompok 

tersebut dapat berbeda-beda.
20

 

Perangkat desa merupakan bagian penting dari unsur penyelenggara 

pemerintahan di tingkat desa yang memiliki peran untuk mendukung kepala 

desa dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Oleh karena itu, 

kepala desa diberi otoritas untuk mengatur jalannya pemerintahan desa, 

termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Desa yang 

menyatakan bahwa kepala desa memiliki hak untuk mengangkat dan 

memberhentikan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan. Maka dari itu, proses pengangkatan perangkat desa wajib 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) 

yang mengatur mekanisme pengangkatan perangkat desa. Dengan demikian, 

                                                           
19 Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan Dan Penyelengaraan Pemerintaha Desa", (Erlangga, 

Jakarta, 2011),20 
20 Sartono Kartodirdjo, “Pesta Demokrasi Di Pedesaan” (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 

121 
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proses tersebut seharusnya dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan 

kriteria yang terukur, bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan 

pribadi seperti rasa suka atau tidak suka terhadap individu tertentu.
21

 

Pembaiatan pengurus dusun seharusnya dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku, yaitu dengan terlebih dahulu meminta surat 

rekomendasi dari camat. Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat 

menjadi dasar acuan bagi kepala desa dalam mengangkat perangkat desa. 

Apabila camat tidak memberikan rekomendasi atau menolak, maka kepala 

desa wajib melakukan proses penjaringan ulang terhadap calon perangkat 

desa. 

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan perangkat desa berarti 

proses penunjukan atau pemberian tugas kepada aparat desa, seperti kepala 

desa, sekretaris desa, dan staf lainnya, dengan tujuan untuk mewujudkan 

kemajuan serta kesejahteraan masyarakat desa. Prinsip-prinsip yang harus 

dijadikan landasan dalam proses ini meliputi keadilan, transparansi, dan 

akuntabilitas, sebagaimana nilai-nilai utama dalam ajaran Islam..
22

 

Pemilihan Khalifah dalam tradisi Islam dapat dilakukan oleh ahlul halli 

wal aqdi, yaitu kelompok individu yang secara bahasa berarti "orang-orang 

yang memiliki otoritas untuk mengurai dan menetapkan keputusan." Konsep 

ini dikembangkan oleh para ulama fikih untuk merujuk pada para tokoh yang 

dipercaya mewakili aspirasi dan kehendak umat dalam menentukan arah 

kepemimpinan yang sah menurut syariat.
23

  

Serta terdapat Metode pengangkatan dalam hukum Islam, pengangkatan  

perangkat desa dilakukan melalui beberapa metode, seperti: 

1. Pengangkatan melalui Musyawarah 

Dalam hukum Islam, pengangkatan perangkat desa dilakukan 

melalui musyawarah antara masyarakat desa dan pemerintah desa. 

                                                           
21  Lihat Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
22 Harianto, Bambang (2021) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang 

No 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa (studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan 

Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016).(Thesis Program studi Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas IAIN Padangsidimpuan, Sumatera Utara, 2021) 
23 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Rajagrafindo,1997), 66 
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Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan keputusan 

yang terbaik bagi masyarakat desa. 

2. Pengangkatan melalui Pemilihan 

Dalam beberapa kasus, pengangkatan perangkat desa dilakukan 

melalui pemilihan oleh masyarakat desa. Pemilihan ini bertujuan untuk 

memilih perangkat desa yang paling sesuai dan berkompeten untuk 

menjabat. 

3. Pengangkatan melalui Nominasi 

Dalam beberapa kasus, pengangkatan perangkat desa dilakukan 

melalui nominasi oleh masyarakat desa. Nominasi ini bertujuan untuk 

memilih perangkat desa yang paling sesuai dan berkompeten untuk 

menjabat.
24

 

Sedangkan terdapat juga Kriteria Pengangkatan Dalam hukum Islam, 

kriteria pengangkatan perangkat desa harus memenuhi beberapa syarat, 

seperti: 

1. Ketulusan dan Kesadaran 

Perangkat desa harus memiliki ketulusan dan kesadaran dalam 

menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa. 

2. Keterampilan dan Kompetensi 

Perangkat desa harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang 

sesuai dengan tugasnya sebagai perangkat desa. 

3. Keadilan dan Transparansi 

Pengangkatan perangkat desa harus berdasarkan pada prinsip 

keadilan dan transparansi, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan.
25

 

                                                           
24 Salman Alfarezi, Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di pekon Negeriagung, Kecamatan 

Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016). (Skripsi Program studi Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017) 
25Muchlis Sadzili, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan 

PerUndang-undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi 

Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur). (Skripsi Fakultas Hukum, 

Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022) 
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Pandangan hukum Islam teìrhadap mantan narapidana yang ingin meìnjadi 

peìrangkat deìsa harus dilihat dari beìbeìrapa aspeìk, teìrmasuk taubat, keìjujuran, 

kompeìteìnsi, dan peìneìrimaan masyarakat, yaitu  : 

1. Taubat dan Reìhabilitasi 

Dalam Islam, seìseìorang yang teìlah meìlakukan dosa atau keìjahatan 

dan keìmudian beìrtaubat deìngan sungguh-sungguh, meìnyeìsali 

peìrbuatannya, dan beìrusaha meìmpeìrbaiki diri, maka dosa-dosanya bisa 

diampuni oleìh Allah. Islam sangat meìneìkankan peìntingnya taubat dan 

reìhabilitasi. 

2. Keìjujuran dan Inteìgritas 

Seìseìorang yang akan diangkat meìnjadi peìrangkat deìsa harus 

meìmiliki sifat jujur, amanah, dan inteìgritas. Jika mantan narapidana teìlah 

meìnunjukkan peìrubahan positif, jujur dalam keìhidupannya, dan bisa 

dipeìrcaya, maka dari sisi ini tidak ada halangan baginya untuk meìmeìgang 

jabatan teìrseìbut. 

3. Kompeìteìnsi dan Keìmampuan 

Kompeìteìnsi dan keìmampuan untuk meìnjalankan tugas seìbagai 

peìrangkat deìsa juga peìnting. Jika mantan narapidana meìmiliki 

keìteìrampilan dan peìngeìtahuan yang dipeìrlukan, seìrta mampu meìnjalankan 

tugas-tugas deìngan baik, ini adalah nilai tambah yang harus 

dipeìrtimbangkan. 

4. Peìneìrimaan Masyarakat 

Dalam masyarakat Islam, peìneìrimaan dari komunitas juga peìnting. 

Jika masyarakat meìneìrima mantan narapidana teìrseìbut dan meìlihatnya 

seìbagai individu yang teìlah beìrubah dan dapat dipeìrcaya, maka hal ini 

akan meìmpeìrmudah proseìs inteìgrasi dan tugasnya seìbagai peìrangkat deìsa. 

Seìcara keìseìluruhan, Islam meìmbeìrikan keìseìmpatan keìdua keìpada 

meìreìka yang beìrtaubat dan meìmpeìrbaiki diri. Asalkan mantan narapidana 

teìrseìbut teìlah meìnunjukkan peìrubahan positif, meìmiliki inteìgritas, 
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kompeìteìnsi yang dibutuhkan, dan diteìrima oleìh masyarakat, maka tidak ada 

halangan meìnurut hukum Islam bagi meìreìka untuk meìnjadi peìrangkat deìsa.
26

 

Meìnurut Ulama Politik islam dalam bukunya yaknial Ahkam Ash 

Shulthoniyyah meìyeìbutkan hal hal yang harus dimiliki calon khalifah, 

diantaranya: 

1. Meìmpunyai sifat adalah 

2. Ilmu yang dimilikinya meìmungkinkan seìseìorang untuk meìlakukan 

ijtihad dalam meìnyeìleìsaikan beìrbagai peìrsoalan dan meìneìtapkan 

hukum atas suatu peìristiwa atau kasus teìrteìntu..  

3. Meìmiliki kondisi fisik yang seìhat, khususnya pada indeìra seìpeìrti 

peìndeìngaran, peìnglihatan, dan keìmampuan beìrbicara, seìhingga ia dapat 

seìcara langsung meìmahami dan meìnangani peìrsoalan-peìrsoalan yang 

teìlah dikeìtahuinya.  

4. Meìmiliki kondisi tubuh yang utuh dan teìrbeìbas dari cacat fisik yang 

dapat meìnghambatnya untuk beìrtindak seìcara optimal, eìfisieìn, dan teìpat 

waktu.  

5. Meìmiliki cakrawala peìngeìtahuan dan pandangan yang luas seìhingga 

mampu meìngarahkan masyarakat seìrta meìngatur beìrbagai urusan publik 

seìcara bijak dan eìfeìktif.  

6. Meìmiliki sifat keìbeìranian dan jiwa keìpahlawanan yang meìnjadikannya 

mampu meìnjaga keìdaulatan neìgara seìrta meìnghadapi seìgala beìntuk 

ancaman dari musuh.  

7. Meìmiliki garis keìturunan dari suku Quraisy, seìbagaimana diteìgaskan 

dalam beìrbagai dalil dan diseìpakati oleìh para ulama meìlalui ijma‟.
27

 

Peìngangkatan peìrangkat deìsa dalam hukum Islam tidak seìcara eìksplisit 

diatur dalam Al-Quran. Namun, beìbeìrapa ayat dapat diinteìrpreìtasikan seìbagai 

acuan dalam peìngangkatan peìrangkat deìsa. Beìrikut beìbeìrapa contoh: 

 

1. Surat An-Nisaa‟ Ayat 58 

                                                           
26 Fahrul Rinaldi, Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif 

Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah agung Nomor 46 

P/Hum/2018). (Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019) 
27 Imam Al-Mawardi, Hukum-hukum Penyelenggaraan. 6 
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    ۗ نهت  ا لٰهى اْهَل هْاۙ وْا ذْا حْكْمَتُمَ بْ يَْْ الْعنَّاس  اْنَ تََْكُمُوَا ب  لَْعدْلَ ْ يََْمُركُُمَ اْنَ تُ ؤْدُّوا الَْْمه ا نَّ اللّهٰ

رًا ي َ دًاۢ بْص  ي َ ْ كْانْ سَْ  ْ ن د مَّا يدْ ظُكُمَ ب ه  ا نَّ اللّهٰ     ا نَّ اللّهٰ

Seìsungguhnya Allah meìnyuruh kamu meìnyampaikan amanat keìpada yang 

beìrhak meìneìrimanya, dan (meìnyuruh kamu) apabila meìneìtapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu meìneìtapkan deìngan adil. ” [An-Nisaa’/4: 58]
28

 

 

2. Surat Al-Baqarah Ayat 30  

هْا  لُ ف ي َ هْا مْنَ ي ُّفَس  ا اْتََْدْلُ ف ي َ  قاْلُْعوىَ
 
فْةً َ جْاع لٌ فِ  الَْْرَض  خْل ي َ ى  كْة انّٰ 

ْۗ ربُّْكْ لْع لَمْلهٰۤ وْا ذَ قاْ

ىَ اْعَلْمُ مْا لْْ تْ دَلْمُوَنْ   ْۗ ا نّٰ  ْمَل كْ وْنُ قْلٰ سُ لْْعكْ  قاْ  وْنََْنُ نُسْبٰ حُ بِ 
ءَْۚ مْاٰۤ  وْيْسَف كُ الْعلٰ 

 Artinya : (Ingatlah) keìtika Tuhanmu beìrfirman keìpada para malaikat, “Aku 

heìndak meìnjadikan khalifah di bumi.” Meìreìka (malaikat) beìrkata, “Apakah 

Eìngkau akan meìnjadikan di bumi makhluk yang akan beìrbuat keìrusakan dan 

meìnumpahkan darah, padahal kami seìnantiasa meìmuji-Mu dan meìnyucikan 

nama-Mu?” Allah meìnjawab, “Seìsungguhnya Aku leìbih meìngeìtahui apa 

yang tidak kalian keìtahui.” [Al-Baqarah/1:30]
29

 

Maslahah Mursalah meìrupakan salah satu peìndeìkatan yang digunakan 

oleìh para ulama Ushul Fikih dalam meìrumuskan hukum Islam meìlalui 

meìtodeì istinbath, teìrutama keìtika tidak teìrdapat dalil teìkstual yang eìksplisit 

dari Al-Qur‟an maupun Hadis. Peìnggunaan konseìp ini dilandaskan pada 

keìyakinan akan keìbeìradaan „illat atau alasan hukum dalam suatu keìteìntuan 

syariat. 

Seìcara eìtimologis, maslahah beìrarti manfaat atau hal yang meìmbawa 

keìbaikan, seìdangkan mursalah beìrmakna seìsuatu yang dileìpaskan atau tidak 

teìrikat. Dalam istilah fikih, maslahah mursalah meìngacu pada beìntuk 

keìmaslahatan yang tidak diseìbutkan seìcara eìksplisit dalam nash syar‟i dan 

                                                           
28 Surat Annisa ayat 58. Al-Qur‟an Tajwid warna Arab, Transliterasi Per Kata, Terjemahan 

Per Kata, (Pustaka Jaya Ilmu, Jakarta Pusat, 2016), 87  
29 Surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Qur‟an Tajwid warna Arab, Transliterasi Per Kata, 

Terjemahan Per Kata, (Pustaka Jaya Ilmu, Jakarta Pusat, 2016), 6  

 

https://quran.nu.or.id/an-nisa/58
https://quran.nu.or.id/an-nisa/58
https://quran.nu.or.id/an-nisa/58
https://quran.nu.or.id/an-nisa/58
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tidak teìrdapat dalil yang seìcara langsung meìmeìrintahkan atau meìnolaknya. 

Artinya, keìmaslahatan ini beìrdiri seìndiri dan beìrsifat teìrbuka seìlama tidak 

beìrteìntangan deìngan prinsip-prinsip syariat. 

Maslahah meìmiliki dua aspeìk utama. Peìrtama, aspeìk positif (ijabi), yaitu 

usaha untuk meìwujudkan manfaat dan keìbaikan bagi umat (ijad al-

manfa„ah). Keìdua, aspeìk neìgatif (salabi), yaitu tindakan preìveìntif dalam 

rangka meìnghindari keìrusakan, keìmudaratan, atau bahaya (daf„ al-mafsadah). 

Keìduanya meìnjadi peìrtimbangan peìnting dalam meìneìtapkan hukum 

beìrdasarkan prinsip keìmaslahatan. 

Seìbagai hujjah (landasan peìneìtapan hukum), peìnggunaan maslahah 

mursalah meìmang meìnjadi titik peìrbeìdaan peìndapat di kalangan para ulama 

ushul fikih. Seìcara garis beìsar, meìreìka teìrbagi meìnjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Mayoritas ulama atau jumhur beìrpandangan bahwa maslahah mursalah 

tidak dapat dijadikan seìbagai dasar hukum atau dalil syar‟i. Meìreìka 

meìngeìmukakan seìjumlah alasan yang meìndasari pandangan ini, antara 

lain kareìna maslahah yang tidak meìmiliki dukungan dari nash (teìks 

syariat) atau ijma‟ (keìseìpakatan ulama) dianggap meìmbuka peìluang 

teìrjadinya peìnyimpangan. Hal ini dikhawatirkan akan meìnyeìbabkan 

hukum-hukum Islam beìrgantung pada subjeìktivitas akal manusia seìmata, 

yang dapat beìrubah-ubah teìrgantung kondisi dan keìpeìntingan. Deìngan 

kata lain, meìreìka meìnilai bahwa meìnjadikan maslahah mursalah seìbagai 

hujjah tanpa dasar syar‟i yang jeìlas dapat meìngaburkan batas antara yang 

hak dan batil, seìrta dapat meìngganggu keìteìgasan hukum Islam, yaitu: 

a Allah teìlah meìneìtapkan hukum-hukum bagi hamba-Nya yang 

seìpeìnuhnya meìncakup seìgala beìntuk keìmaslahatan. Tidak ada satu 

pun maslahat yang teìrleìwatkan atau dilupakan oleìh-Nya tanpa 

diteìtapkan hukumnya. Oleìh kareìna itu, meìnjadikan maslahah 

mursalah seìbagai dasar hukum seìakan-akan meìnuduh bahwa Allah 

teìlah meìngabaikan seìbagian keìmaslahatan hamba-Nya, dan hal ini 

beìrteìntangan deìngan keìteìntuan nash. 

b Maslahah mursalah teìrleìtak di antara maslahah mu‟tabarah dan 

maslahah mulghah. Meìnyamakannya deìngan maslahah mu‟tabarah 
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beìlum teìntu leìbih teìpat dibandingkan meìnyamakannya deìngan 

maslahah mulghah. Oleìh kareìna itu, maslahah mursalah tidak layak 

dijadikan seìbagai landasan atau hujjah dalam peìneìtapan hukum. 

c Beìrhujjah deìngan maslahah mursalah dapat meìndorong orang-orang 

tidak beìrilmu untuk meìmbuat hukum beìrdasarkan hawa nafsu dan 

meìmbeìla keìpeìntingan peìnguasa. 

2. Meìnurut Imam Malik maslahah mursalah adalah dalil hukum syara‟. 

Peìndapat ini juga diikuti oleìh Imam Haramain. Meìreìka meìngeìmukakan 

argumeìnt seìbagai beìrikut: 

a. Nash-nash syara‟ meìneìtapkan bahwa syari‟at itu diundangkan untuk 

meìreìalisasikan keìmaslahatan manusia, kareìnanya beìrhujjah deìngan 

mslahah mursalah seìjalan deìngan karakteìr syara‟ dan prinsip-prinsip 

yang meìndasarinya seìrta tujuan peìnsyari‟atannya. 

b. Keìmaslahatan manusia seìrta sarana meìncapai keìmaslahatan itu 

beìrubah kareìna peìrbeìdaan teìmpat, keìadaan, dan zaman. Jika hanya 

beìrpeìgang pada keìmaslahatan yang diteìtapkan beìrdasarkan nash saja, 

maka beìrarti meìmpeìrseìmpit seìsuatu yang Allah teìlah lapangkan dan 

meìngabadikan banyak keìmaslahatan bagi manusia, dan ini tidak 

seìsuai deìngan prinsip-prinsip umum syari‟at. 

c. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan geìneìrasi seìsudahnya banya 

meìlakukan ijtihad beìrdasarkan maslahah dan tidak diteìntang oleìh 

seìorang pun dari meìreìka. Kareìnanya ini meìrupakan ijma‟. 

3. Meìnurut al-Ghazali, maslahah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya 

maslahah dharuruiyah. Seìdangkan maslahah hijaiyah dan maslahah 

tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.
30

 

Meìnurut saya seìbagai neìgara hukum seìharusnya peìlaksanaan 

peìmeìrintahan khususnya di deìsa harus di dalukakan beìrdasarkan prinsip 

supeìrmasi hukum, deìngan beìgitu seìgala tindakan yang dilakukan oleìh 

peìmeìrintah harus seìsuai deìngan hukum yang meìngaturnya seìhingga 

meìnyeìbabkan seìbuah peìrbuatan peìmeìrintah yang diluar dari weìweìnangnya. 

Dalam peìmeìrintahan deìsa keìdudukan dan posisi keìpala deìsa bukanlah 

                                                           
30 Afdhal Ilahi, Pengertian Maslahah Mursalah, Syarat dan Pembagiannya (AfdhalIlahi.com, 

2022). https://www.afdhalilahi.com 
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seìbagai raja di wilayah yang di naunginya yang dapat meìnjalankan 

peìmeìrintahan atas keìheìndaknya teìrmasuk dalam peìngangkatan peìrangkat 

deìsa yang meìlibatkan pikiran beìrupa suka dan tidak suka deìngan 

meìngabaikan aturan.Seìhingga kondisi ini diseìbut deìngan neìpotismeì yaitu 

peìngisiaan jabatan di peìmeìrintahan yang di dasarkan pada hubungan bukan 

keìpada keìmampuan. Dampak dalam hal teìrseìbut dapat ditimbulkan seìpeìrti: 

1. Teìrcoreìngnya nama keìpala deìsa 

2. Aspeìk peìlayanan publik yang kurang baik 

3. Adanya poteìnsi maladministrasi dalam peìmbeìrian layanan 

4. Peìtugas yang tidak kompeìteìn 

Kasus meìngeìnai peìngangkatan peìrangkatan mantan narapidana ini 

seìharusnya leìbih dipeìrhatikan lagi oleìh peìmeìreìintah Deìsa. Seìpeìrti dalam 

kasus yang ada di deìsa keìsambeì lama keìcamatan curup timur keìpala deìsa 

meìlakukan tindakan neìpotismeì yaitu meìngangkat peìrangkat deìsa yang deìkat 

atau meìnjadi tangan kanan nya seìmeìntara itu peìrangkat deìsa yang di angkat 

nya itu meìmiliki reìkam jeìjak kasus pidana dan peìngangkatannya didasarkan 

hubungan keìpeìrcayaan antar teìtangga rumah, seìhingga tidak seìsuai deìngan 

UU Nomor 3 Tahun 2024  Teìntang  Deìsa dan Maslahah Mursalah. Teìtapi 

lingkungan Deìsa Keìsambeì Lama meìmilih diam kareìna tidak mau teìrjadinya 

keìributan dan takut untuk meìngungkapkan kasus ini kareìna yang beìrsangkutan 

ini keìpala deìsa. Tujuan peìnulis meìngangkat judul ini adalah untuk 

meìmbeìrikana solusi teìntang syarat peìngangkatan peìrangtat deìsa agar tidak 

teìrulang Keìmbali kasus yang sama seìpeìrti yang teìrjadi di Deìsa Keìsambeì 

Lama. Peìnulis juga meìmiliki peìndapat seìharusnya Gubeìrnur meìmbuat Peìrgub 

untuk peìrsyaratan meìngeìnai dilarangnya peìngangkatan peìrangkat deìsa mantan 

narapidana. Deìngan beìrbagai peìrmasalahan di atas peìnulis teìrtarik 

meìngangkat peìrmasalahan kasus meìnjadi peìneìlitian skripsi deìngan judul 

Skrpsi“Tinjauan Yuridis Dan Prespektif Maslahah Mursalah Terhadap 

Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mantaan Narapidana Di 

Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang 

Lebong "  
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B. Identifikasi Masalah 

Beìrdasarkan latar beìlakang masalah yang teìlah diuraikan diatas, maka 

ideìntifikasi masalah yang dijadikan bahan peìneìlitian yaitu seìbagai beìrikut:  

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Teìntang Deìsa Teìrhadap 

Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa 

2. Meìkanismeì Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa Meìnurut Maslahah Mursalah 

3. Meìkanismeì Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa Yang Tidak Seìsuai Deìngan 

Maslahah Mursalah 

C. Batasan Masalah 

Untuk meìmbatasi peìrmasalahan, maka peìmbahasan dalam peìneìlitian ini 

hanya teìrbatas pada Peìlaksanaan Meìkanismeì Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa 

yang di atur oleìh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024  Di Tinjau Dari 

Maslahah Mursalah kajian Ushul Fiqih Seìrta Agar Cakupan Lingkungannya 

Tidak Meìluas Maka Dibatasi Hanya di Deìsa Keìsambeì Lama Keìcamatan 

Curup Timur Kabupateìn Reìjang Leìbong, seìrta dua kasus yang teìrjadi di 

Kabupateìn Pati, Jawa Teìngan dan Kabupateìn Nias Utara, Sumateìra Utara 

yang di dapat dari inteìrneìt. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Teìrhadap Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa  

Mantan Narapidana? 

2. Bagaimana Tinjauan Maslahah Mursalah Teìrhadap Peìngangkatan 

Peìrangkat Deìsa Kasi Lingkungan Mantan Narapidana Di Deìsa Keìsambeì 

Lama Keìcamatan Curup Timur Kabupateìn Reìjang Leìbong ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam peìneìlitian ini peìnulis meìmiliki tujuan diantaranya: 

1. Untuk meìngeìtahui bagaimana Proseìs Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa 

Yang Dilakukan Keìpala Deìsa Beìrdasarkan Maslahah Mursalah.  
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2. Untuk meìngeìtahui Pandangan Maslahah Mursalah Teìrhadap Meìkanismeì 

Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa Mantan Narapidana. 

3. Untuk meìngeìtahui latar beìlakang diangkatnya Peìrangkat Deìsa mantan 

narapidana 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil peìneìlitian ini diharapkan beìrmanfaat dari seìgi teìoritis atau 

praktis, yaitu: 

1. Seìcara teìoritis, peìneìlitian ini diharapkan mampu meìnambah peìngeìtahuan 

seìrta meìmpeìrkaya keìilmuan yang beìrhubungan deìngan alasan tidak 

dilarang mantan teìrpidana korupsi ikut dalam peìncalonan anggota 

leìgislatif.   

2. Seìcara praktis, peìneìlitian ini diharapkan dapat meìmbeìrikan peìnjeìlasan 

keìpada masyarakat teìntang alasan peìncalonan mantan teìrpidana korupsi 

baik dalam hukum positif maupun dalam hukum islamnya. 

G. Tinjauan Kajian Terdahulu 

Seìjumlah kajian teìntang peìneìlitian ini teìlah dilakukan, baik yang 

meìngkaji seìcara umum maupun meìnyinggung seìcara speìsifik. Beìrikut 

paparan tinjauan kajian teìrdahulu teìrkait masalah yang akan ditulis : 

1. Skripsi yang ditulis oleìh Ahmad Najiyullah dari Univeìrsitas Islam Neìgeìri 

Sultan Maulana Hasanuddin Banteìn yang beìrjudul “ Keìweìnangan 

Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa Meìnurut Undang-Undang Deìsa dan 

Peìraturan Daeìrah Kabupateìn Seìrang Nomor 14 Tahun 2017 (Studi Kasus 

di Deìsa Sidamukti Keìcamatan Boros Kabupateìn Seìrang Tahun 2018)” 

Peìneìlitian ini beìrtujuan untuk meìngeìtahui peìlaksanaan peìngangkatan 

peìrangkat deìsa di Deìsa Sidamukti dan untuk meìngeìtahui peìngangkatan 

peìrangkat deìsa di Deìsa Sidamukti meìnurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 teìntang Deìsa dan Peìraturan Daeìrah Kabupateìn Seìrang 



 

 

17 

 

Nomor 14 Tahun 2017 teìntang Peìngangkatan dan Peìmbeìrheìntian 

Peìrangkat Deìsa.
31

  

Teìrdapat beìbeìrapa peìrsamaan dan peìrbeìdaan deìngan yang seìdang 

peìneliti kaji. Peìrsamaannya adalah sama-sama meìmbahas teìntang 

peìlaksanaan peìngangkatan peìrangkat deìsa meìlalui peìngangkatan seìcara 

langsung yang dilakukan oleìh Keìpala Deìsa tanpa meìlalui Peìnjaringan 

dan Peìnyaringan seìcara utuh, seìdangkan peìrbeìdaaannya adalah dalam 

skripsi ini tidak meìngkaji meìngeìnai pandangan fiqih siyasah dalam 

peìngangkatan peìrangkat deìsa yang dilakukan oleìh keìpala deìsa. 

2. Skripsi yang ditulis oleìh Eìdwin Saputra Fakultas Syariah Univeìrsitas 

Islam Neìgeìri Radeìn Intan Lampung Yang Beìrjudul “Impleìmeìntasi Pasal 

65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Teìntang Deìsa Teìrhadap 

Meìkanismeì Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa Peìrspeìktif Fiqh Siyasah (Studi 

di Peìkon Sukapadang Keìcamatan Cukuh Balak Kabupateìn Tanggamus 

Provinsi Lampung)”  Fokus peìneìlitan pada skripsi ini adalah peìlaksanaan 

dan peìrspeìktif fiqh siyasah meìkanismeì peìngangkatan peìrangkat deìsa di 

Peìkon Sukapadang Keìcamatan Cukuh Balak Kabupateìn Tanggamus 

Provinsi Lampung.
32

  

Teìrdapat beìbeìrapa peìrsamaan dan peìrbeìdaan deìngan yang seìdang 

peìneliti kaji. Peìrsamaannya adalah sama-sama meìmbahas teìntang 

peìlaksanaan dan peìrspeìktif fiqh siyasah meìkanismeì peìngangkatan 

peìrangkat deìsa, seìdangkan peìrbeìdaannya peìneìliti tidak meìngkaji 

impleìmeìntasi pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Teìntang 

deìsa meìlainkan keìtidakseìsuaian peìngangkatan peìrangkat deìsa oleìh 

keìpala deìsa yang syaratnya sudah diteìtapkan pada Peìratuuran Meìnteri 

                                                           
31 Ahmad Najiyullah “ Kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-

Undang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 (Studi Kasus di 

Desa Sidamukti Kecamatan Boros Kabupaten Serang Tahun 2018)” (Sripsi Universitas Islam 

Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2020) 
32 Edwin Saputra “Implementasi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di 

Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)” (Skripsi 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023). 
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Dalam Neìgeìri Reìpublik Indoneìsia Nomor 83 Tahun 2015 Teìntang 

Peìngangkatan Dan Peìmbeìrheìntian Peìrangkat Deìsa. 

3. Skripsi yang ditulis oleìh Solihin Hamid Fakultas Syariah Univeìrsitas 

Islam Neìgeìri Radeìn Intan Lampung deìngan judul “Impleìmeìntasi 

Peìraturan Daeìrah Kabupateìn Peìsawaran Nomor 8 Tahun 2o16 Pasal 19 

Ayat (1) Huruf C Teìntang Peìngangkatan Dan Peìmbeìrheìntian Peìrangkat 

Deìsa Di Kabupateìn Peìsawaran Peìrspeìktif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di 

Deìsa Neìgeìri Sakti Keìcamatan Geìdong Tataan Kabupateìn Peìsawaran) . 

Fokus dalam peìneìlitian ini yaitu Peìraturan Daeìrah Kabupateìn Peìsawaran 

Nomor 8 Tahun 2016 Teìntang Peìngangkatan Dan Peìmbeìrheìntian 

Peìrangkat Deìsa di Kabupateìn Peìsawaran.
33

  

Teìrdapat beìbeìrapa peìrsamaan dan peìrbeìdaan deìngan yang seìdang 

peìneliti kaji. Peìrsamaannya adalah sama-sama meìmbahas teìntang 

meìkanismeì peìngngkatan peìrangkat deìsa, seìdangkan peìrbeìdaaanya adalah 

dalam skripsi ini meìmbahas keìweìnangan Keìpala Deìsa dalam 

meìngimpleìmeìntasikan Peìraturan Daeìrah Kabupateìn Peìsawaran Nomor 8 

Tahun 2016 Teìntang Peìngangkatan dan Peìmbeìrheìntian Peìrangkat Deìsa, 

seìdangkan peìnulis meìmbahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

4. Skripsi yang di tulis oleìh Umi Hanik Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam 

Program Studi Hukum Tata Neìgara Univeìrsitas Islam Neìgeìri Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jeìmbeìr deìngan judul “ Impleìmeìntasi Peìraturan Daeìrah Kabupateìn 

Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 Teìntang Peìrangkat Deìsa (Studi Atas 

Peìngangkatan Dan Peìmbeìrheìntian Peìrangkat Deìsa Di Deìsa Randu 

Cangkring, Pujeìr, Bondowoso) “ Fokus Peìneìlitian Ini yaitu Impleìmeìntasi 

Peìraturan Daeìrah Kabupateìn Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 Teìntang 

Peìrangkat Deìsa (Studi Atas Peìngangkatan Dan Peìmbeìrheìntian Peìrangkat 

Deìsa Di Deìsa Randu Cangkring, Pujeìr, Bondowoso) 

                                                           
33 Solihin Hamid  “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 

2o16 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di 

Kabupaten Pesawaran Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Negeri Sakti Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan, Lampung, 2023). 
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Teìrdapat beìbeìrapa peìrsamaan dan peìrbeìdaan deìngan yang seìdang 

peìneliti kaji. Peìrsamaannya adalah sama-sama meìmbahas teìntang 

meìkanismeì peìngngkatan peìrangkat deìsa, seìdangkan peìrbeìdaaanya adalah 

dalam skripsi ini meìmbahas Impleìmeìntasi Peìraturan Daeìrah Kabupateìn 

Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 Teìntang Peìrangkat Deìsa, seìdangkan 

peìnulis meìmbahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
34

 

H. Penjelasan Judul 

1. Tinjauan  

Seìcara umum, tinjauan meìngacu pada keìgiatan peìninjauan, 

peìngamatan, atau peìnilaian yang dilakukan deìngan beìrbagai peìrspeìktif. 

Tinjauan bisa dilakukan pada seìgala jeìnis bidang, mulai dari peìneìlitian 

akadeìmis hingga peìmeìriksaan produk atau layanan bisnis. Tinjauan 

seìring dilakukan untuk meìmahami, meìngeìvaluasi, atau meìmbeìrikan 

ulasan teìrhadap suatu topik, masalah, atau objeìk teìrteìntu. Dalam konteìks 

akadeìmik atau profeìsional, tinjauan biasanya dituangkan dalam beìntuk 

laporan, artikeìl, atau kajian teìrtulis.
35  

2. Yuridis 

Yuridis adalah seìmua hal yang meìmpunyai arti hukum yang diakui 

sah oleìh peìmeìrintah. Aturan ini beìrsifat baku dan meìngikat seìmua orang 

di wilayah dimana hukum teìrseìbut beìrlaku, seìhingga jika ada orang yang 

meìlanggar hukum teìrseìbut bisa dikeìnai hukuman. Yuridis meìrupakan 

suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibeìnarkan 

keìbeìrlakuannya, baik yang beìrupa peìraturan peìraturan, keìbiasaan, eìtika 

bahkan moral yang meìnjadi dasar peìnilaiannya. Dalam peìneìlitian ini 

yang dimaksud oleìh peìnulis seìbagai tinjauan yuridis adalah keìgiatan 

untuk meìncari dan meìmeìcah komponeìn-komponeìn dari suatu 

peìrmasalahan untuk dikaji leìbih dalam seìrta keìmudian 

                                                           
34 Umi Hanik  “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 

2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Atas Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di 

Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso). (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam 

Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 

2023). 
35Pengertian.co.id (Pengertian.co.id, 2024) https://www.pengertian.co.id/tinjauan#google_vig

nette 
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meìnghubungkannya deìngan hukum, kaidah hukum seìrta norma hukum 

yang beìrlaku seìbagai peìmeìcahan peìrmasalahannya. 

3. Peìrspeìktif 

Kata peìrspeìktif beìrasal dari Bahasa Latin “peìrspiceìreì” yang artinya 

“gambar, meìlihat, pandangan”. Jika dilihat seìcara bahasa, peìrspeìktif 

adalah sudut pandang yang digunakan untuk meìmahami atau meìmaknai 

peìrmasalahan teìrteìntu. Seìbab, manusia adalah makhluk sosial yang keìrap 

meìmpunyai peìndapat dan juga pandangan yang beìrbeìda keìtika 

beìrhadapan deìngan suatu hal. Oleìh kareìna itu, seìringkali ada peìrbeìdaan 

peìrspeìktif yang meìmicu teìrjadinya peìrbeìdaan peìndapat juga. 

Di dalam beìrbagai bidang, peìrspeìktif meìmpunyai arti yang ceìndeìrung 

beìrbeìda-beìda, dimana hal itu diseìsuaikan deìngan tujuannya masing-

masing. Dalam keìhidupan seìhari-hari, peìrspeìktif teìrkadang meìnjadi salah 

satu acuan untuk meìneìntukan keìputusan guna meìnyeìleìsaikan seìsuatu 

yang seìdang meìreìka pikirkan ataupun seìdang dikeìrjakan.
36

 

4. Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah adalah dalil hukum Islam yang digunakan untuk 

meìneìtapkan hukum baru atas peìrsoalan yang tidak diseìbutkan dalam al-

Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah. Maslahah mursalah meìrupakan 

maslahat yang baik meìnurut akal dan seìlaras deìngan tujuan syara' dalam 

meìneìtapkan hukum. Maslahah mursalah meìrupakan istilah yang teìrdiri 

dari dua kata, yakni Maslahah dan Mursalah. Seìpeìrti dikutip dari laman 

Keìmeìnag, Maslahah meìrupakan istilah yang beìrasal dari bahasa Arab 

yang beìrarti seìsuatu yang meìndatangkan keìbaikan. Seìdangkan, istilah 

mursalah beìrasal dari bahasa Arab yang beìrarti teìrleìpas atau beìbas.
37

 

5. Peìlaksanaan 

Di dalam suatu peìlaksanaan teìrdapat suatu tindakan atau peìlaksanaan 

dari seìbuah reìncana yang sudah disusun seìcara matang dan teìrpeìrinci, 

                                                           
36 Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya – Gramedia Literasi 
37 Sosial79 (Sosial79,2024) https://www.sosial79.com/2024/12/maslahah-mursalah-

pengertian-syarat Diakses Pada tanggal 31 oktober 2024 

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/
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peìlaksanaan biasanya dilakukan seìteìlah peìreìncanaan sudah dianggap 

siap. Seìcara seìdeìrhana peìlaksanaan dapat diartikan peìneìrapan..
38

 

6. Peìngangkatan 

Peìngangkatan beìrarti tindakan peìnunjukan atau peìneìmpatan karyawan 

pada suatu jabatan atau peìkeìrjaan baru. Peìngangkatan diadakan beìrtujuan 

untuk meìmotivasi karyawan agar meìreìka meìrasa dihargai dan juga 

meìmiliki targeìt dalam hidup khususnya seìlama meìnjadi karyawan.
39

 

 

7. Peìrangkat Deìsa 

Peìrangkat Deìsa adalah salah satu unsur peìnyeìleìnggaraan keìgiatan 

peìmeìrintahan deìsa, yang meìrupakan unsur sangat peìnting dalam 

peìningkatan keìlancaran peìnyeìleìnggaraan peìmeìrintahan, peìmbangunan, 

peìmbinaan masyarakat dan peìmbeìrdayaan masyarakat di deìsa, seìhingga 

peìrlu meìndapat peìrhatian deìngan meìngatur meìngeìnai tata cara 

peìngangkatan dan peìmbeìrheìntian seìrta keìbeìradaannya.
40

 

8. Narapidana 

Narapidana adalah teìrpidana yang seìdang meìnjalani pidana peìnjara 

untuk waktu teìrteìntu dan seìumur hidup atau teìrpidana mati yang seìdang 

meìnunggu peìlaksanaan putusan, yang seìdang meìnjalani peìmbinaan di 

leìmbaga peìmasyarakatan.
41

 

I. Metode Penelitian Hukum 

1. Jeìnis Peìneìlitian  

Peìneìlitian ini meìnggunakan jeìnis peìneìlitian Normatif-Eìmpiris. 

Peìneìlitian Normatif-Eìmpiris adalah peìneìlitian yang meìnggunakan studi 

kasus hukum Normatif-Eìmpiris beìrupa produk prilaku hukum. Peìneìlitian 

Normatif-Eìmpirisbeìrmula dari keìteìntuan hukum positif teìrtulis yang 

dibeìrlakukan pada peìristiwa hukum incocreìto dalam masyarakat 

seìhingga dalam peìneìlitiannya seìlalu teìrdapat 2 gabunga tahap kajian. 

                                                           
38 Sukarna, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Mandar Maju, 2011),84 
39  Yusnani Hasyimzoem, dkk, “Hukum Pemerintahan Daerah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2017), 130 
40 Media Masyarakat (Media Masyarakat, 2024) https://wargamasyarakat.org/pengertian-

perangkat-desa/ 
41 Detik Jatim (Tim Media Media Detik Jatim) https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-

kriminal/d-6278946/perbedaan-tahanan-dan-narapidana 
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2. Sifat Peìneìlitian 

Peìneìlitian ini meìnggunakan peìneìlitian kualitatif. Peìneìlitian kualitatif 

adalah peìneìlitian yang beìrdasar pada paradigma feìnomologi yang 

beìrtujuan meìndapatkan fakta sosial, data deìskriptif dan wawancara atau 

obseìrvasi seìrta meìnghasilkan peìnjeìlasan atau deìskripsi. 

Peìneìlitian ini meìnggunakan peìneìlitian kualitatif untuk meìmahami 

objeìk seìcara meìndalam yang seìjatinya beìrsifat historis meìnganalisis 

inteìrpreìtasi hubungan antara konseìp atau teìori, kualitas data dan 

hubungan. 

3. Objeìk Peìneìlitian 

Peìneìlitian ini meìngeìnai teìntang (objeìk) yaitu peìrmasalahan yang 

teìrleìtak pada peìlaksanaan peìngangkatan Peìrangkat Deìsa mantan 

narapidana di Indoneìsia  

4. Peìndeìkatan Peìneìlitian 

Peìneìlitian ini meìnggunakan peìndeìkatan peìneìlitian, yaitu : 

a. Peìndeìkatan Ushul Fiqh 

Peìndeìkatan peìneìlitian yang dilakukan deìngan meìnjadikan Ushul 

Fiqih seìbagai landasan utama saat meìnganalisa suatu teìma peìneìlitian, 

seìpeìrti Maqashid Syari’ah, aspeìk Maslahah Istihsan, Sad Az-zari’ah, 

‘Urf, dan lainnya. 

b. Peìndeìkatan kasus 

Peìndeìkatan yang dilakukan deìngan meìneìlaah kasus yang teìrkait 

deìngan isu hukum yang dihadapi. Kasus teìrseìbut meìrupakan kasus 

yang meìnjadi putusan peìngadilan yang teìlah beìrkeìkuata hukum teìtap 

c. Peìndeìkatan peìrundang-undangan 

Peìndeìkatan ini meìrupakan peìndeìkatan peìneìlitian yang dilakukan 

deìngan meìlakukan teìlaah teìrhadap seìmua Undang-Undang dan 

Reìgulasi yang beìrsangkut paut deìngan isu hukum yang seìdang 

ditangani oleìh peìneìliti, yang keìmudian peìneìliti akan mampu 

meìneìmukan apakah peìraturan peìrundang-undangan yang baru teìlah 
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meìmuat keìteìntuan yang di butuhkan untuk situasi yang seìdang di 

hadapi 

5. Data  

Peìneìlitian ini meìnggunakan data, yaitu : 

a. Data Primeìr  

Peìneìlitian data yang dipeìroleìh dari hasil peìneìlitian eìmpiris, yaitu 

peìneìlitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Sumbeìr data 

primeìr yaitu data yang diambil dari sumbeìrnya atau lapangan, meìlalui 

obseìrvasi, wawancara langsung deìngan Keìpala Dusun Deìsa Keìsambeì 

Lama Bapak Purwanto dan masyarakat Deìsa Keìsambeì Lama. 

b. Data Seìkundeìr 

Peìneìlitian yang dipeìroleìh dari data yang meìncakup dokumeìn-

dokumeìn reìsmi, buku-buku yang beìrhubungan deìngan peìneìlitian ini, 

bahkan hasil peìneìlitian yang beìrsifat laporan, inteìrneìt, jurnal, skripsi.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

Peìneìlitian ini meìnggunakan teìknik peìngumpulan data studi dokumeìn 

yaitu meìtodeì yang digunakan untuk meìndapatkan informasi seìrta dalam 

wujud tulisan angka atau foto yang beìrbeìntuk laporan dan peìnjeìlasan 

yang meìnunjang peìneìlitian 

a. Wawancara, Teìknik peìngumpulan data meìlalui tatap muka dan tanya 

jawab lisan yang beìrlangsung satu arah antara peìneìliti dan 

narasumbeìr, wawancara ini peìnulis langsung meìwawancarai Keìpala 

Dusun 2 Deìsa Keìsambeì Lama dan masyarakat Deìsa Keìsambeì Lama. 

b. Obseìrvasi, Teìknik peìngumpulan data yang dilakukan meìlalui suatu 

peìngamatan, deìngan diseìrtai peìncatatan-peìncatatan teìrhadap keìadaan 

atau peìrilaku objeìk sasaran, meìmina peìnjeìlasan dari pihak dan 

meìneìlaah kasus. 

c. Inteìrneìt, Teìknik peìngumpulan data deìngan meìmpeìroleìh data dari 

inteìrneìt (https://www.kompas.com, https://riaukotras.com). 

7. Teknik Analisis Data  

Peìneìlitian ini meìnggunakan teìknik analisis data Deìskriptif Kualitatif 

yaitu meìrupakan peìneìlitian ynag meìnggambarkan peìristiwa apa adanya. 

https://riaukotras.com/
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Tata cara deìskriptif ini pada prinsipnya wajib bisa meìnanggapi keìnapa 

seìrta bagaimana peìristiwa bisa teìrjalin yang beìrbeìntuk informasi 

deìskriptif dalam beìntuk peìrkata teìrtulis ataupun lisan seìrta sikap dari 

orang-orang yang diamati. Dalam peìneìlitian ini teìknik analisis data yang 

digunakan meìlalui wawancara yang direìkam meìlalui tapeì reìcordeìr yang 

keìmudian di reìduksi. Seìlanjutnya seìkumpulan informasi yang teìlah 

diteìrima dan disusun akan dilakukan peìnarikan keìsimpulan tanpa 

meìngrangi makna yang teìrkandung di dalamnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. MASLAHAH MURSALAH 

Seìtiap keìteìntuan hukum yang diteìtapkan oleìh Allah SWT keìpada hamba-

Nya, baik beìrupa peìrintah maupun larangan, pasti meìngandung unsur 

keìmaslahatan. Tidak ada satu pun hukum syariat yang teìrbeìbas atau teìrleìpas 

dari tujuan untuk meìwujudkan keìmaslahatan. 

Seìluruh suruhan Allah bagi manusia untuk meìlakukannya meìngandung 

manfaat untuk dirinya baik seìcara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang 

dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan seìsudahnya. 

Umpamanya Alah meìnyuruh shalat yang meìngandung banyak manfaat, 

antara lain bagi keìteìnangan rohani dan keìbeìrsihan jasmani.  

Beìgitu pula deìngan seìmua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di 

balik larangan itu teìrkandung keìmaslahatan, yaitu teìrhindarnya manusia dari 

keìbinasaan atau keìrusakan. Umpamanya larangan meìminum minuman keìras 

yang akan meìnghindarkan seìseìorang dari mabuk yang dapat meìrusak tubuh, 

jiwa (meìntal), dan akal. 

Seìmua ulama seìpeìndapat teìntang adanya keìmaslahatan dalam hukum 

yang diteìtapkan Allah. Namun meìreìka beìrbeìda peìndapat teìntang“Apakah 

kareìna untuk meìwujudkan mashlahah itu Allah meìneìtapkan hukum 

syara'?Atau deìngan kata lain,“Apakah masalahat itu yang meìndorong Allah 

meìneìtapkan hukum, atau kareìna ada seìbab lain ? 

Meìskipun ada peìrbeìdaan peìndapat di kalangan ulama meìngeìnai masalah 

teìrseìbut, teìtapi peìrbeìdaan peìndapat itu tidak meìmbeìri peìngaruh apa-apa 

seìcara praktis dalam hukum.  

1. Seìbagian ulama beìrpeìndapat bahwa Allah meìneìtapkan hukum bukan 

kareìna teìrdorong untuk meìndatangkan keìmaslahatan, teìtapi seìmata-mata 

kareìna iradat dan kodrat-Nya. Tidak suatu- pun yang meìndeìsak, 

meìndorong atau meìmaksa Allah meìneìtapkan hukum. la beìrbuat meìnurut 

keìheìndak-Nya. 

2. Seìbagian ulama lainnya beìrpeìndapat bahwa tujuan Allah meìneìtapkan 

hukum atas hamba-Nya adalah untuk meìndatangkan keìmaslahatan 



 

 

25 

 

keìpada hamba-Nya. Kareìna kasih sayang-Nya, maka Ia meìngingkan 

hamba-Nya seìlalu dalam keìmaslahatan. 

Teìrleìpas dari peìrbeìdaan peìndapat teìrseìbut, yang jeìlas bahwa dalam 

seìtiap peìrbuatan yang meìngandung keìbaikan dalam pandangan manusia, 

maka biasanya untukpeìrbuatan itu teìrdapat hukum syara dalam beìntuk 

suruhan. Seìbaliknya, pada seìtiap peìrbuatan yang dirasakan manusia 

meìngandung keìrusakan, maka biasanya untuk peìrbuatan itu ada hukum syara 

dalam beìntuk larangan. Seìtiap hukum syara seìjalan deìngan akal manusia dan 

seìtiap akal manusia seìlalu seìjalan deìngan hukum syara. 

Seìbeìlum meìnjeìlaskan arti maslahah mursalah, teìrleìbih dahulu yang peìrlu 

dibahas teìntang maslahah, kareìna maslahah mursalah itu meìrupakan salah 

satu beìntuk maslahah. 

Maslahah beìrasal dari shalaha deìngan peìnambahan alif diawalnya yang 

seìcara arti kata beìrarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah 

mashdar deìngan arti kata shalah, yaitu “manfaat” atau “ teìrleìpas daripadanya 

keìrusakan”. 

Peìngeìrtian maslahah dalam Bahasa Arab beìrarti “ peìrbuatan-peìrbuatan 

yang meìndorong keìpada keìbaikan manusia”. Dalam arti umum adalah seìtiap 

seìgala seìsuatu yang beìrmanfaat bagi manusia, baik dalam arti meìnarik atau 

meìnghasilkan keìuntungan atau keìseìnangan. 

Dalam peìngeìrtian maslahah seìcara deìfeìnitifteìrdapat peìrbeìdaan rumusan 

dikalangan ulama yang kalo dianalisis adalah hakikatnya sama. 

1. Al-Ghazali  

meìnjeìlaskan bahwa meìnurut asalnya maslahah itu beìrarti seìsuatu 

yang meìndatangkan manfaat( keìuntungan ) dan meìnjauhkan mudarat 

(keìrusakan). Seìdangkan tujuan syara dalam meìneìtapkan hukum itu ada 

lima, yaitu : meìmeìlihara agama, jiwa, akal, keìturunan, dan harta. 

2. Al-Khawarizmi  

meìmeìbeìrikan deìfeìnisi hampeìr sama deìngan Al-Ghazali di atas, yaitu 

meìmeìlihara tujuan syara ( dalam meìneìtapkan hukum ) deìngan cara 

meìnghindari keìrusakan dari manusia. 
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3. Al-Ieìz ibn Abdi al-salam  

dalam kitabnya, Qawa‟id al-Ahkam. Meìmbeìrikan arti maslahah 

dalam beìntuk hakikinya deìngan “keìseìnangan dan keìnikmatan”. 

Seìdangkan dalam beìntuk Majazinya adalah “seìbab-seìbab yang 

meìndatangkan keìseìnangan dan keìnikmatan”. Arti ini didasarkan pada 

prinsipnya teìrdapat eìmpat manfaat, yaitu : keìleìzatan dan seìbab-seìbabnya 

seìrta keìseìnangan dan seìbab-seìbabnya. 

4. Al-Syaitibi 

meìngartikan maslahah itu dari dua pandangan, yaitu dari seìgi 

teìrjadinya maslahah dalam keìnyataan dan dari seìgi teìrgantungnya 

tuntutan syara keìpada maslahah 

5. Al-Thufi 

Meìnurut yang di kutip oleìh Yusuf Hamid al-Alim dalam bukunya al-

Maqasid al- Ammah li al-syari‟ati al- Islamiyyah meìndeìfeìnisikan 

maslahah seìbagai beìrikut : ungkapan dari seìbab yang meìmbawa keìpada 

tujuan syara dalam beìntuk ibadat atau adat. 

Dari beìbeìrapa deìfeìnisi teìntang maslahah deìngan rumusan yang beìrbeìda 

teìrseìbut dapat disimpulkan bahwa maslahah itu adalah seìsuatu yang di 

pandang baik oleìh akal seìhat kareìna meìndatangkan keìbaikan dan 

meìnghindarkan keìburukan bagi manusia, seìjalan deìngan tujuan syara dalam 

meìneìtapkan hukum. 

Seìlanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab all-Maqashid meìnjeìlaskan 

keìistimeìwaan maslahah syar‟I itu dibandingkan deìngan maslahah dalam arti 

umum, seìbagai beìrikut 

1. Yang meìnjadi sandaran dari maslahah itu seìlalu jadi peìtunjuk syara, 

bukan seìmata beìrdasarkan akal manusia, kareìna akal manusia tidak 

seìmpurna, beìsifat reìlativeì dan subjeìktif. 

2. Peìngeìrtian maslahah atau buruk dan baik dalam pandangan syara tidak 

teìrbatas untuk keìpeìntingan duaniawi saja teìtapi juga untuk akhrirat. 

3. Maslahah dalam artian syara tidak teìrbatas pada rasa eìnak dan tidak 

eìnak dalam artian fisik jasmani 
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B. Macam-macam Maslahah 

   Keìkuatan maslahah dapat dilihat dari seìgi tujuan syara dalam 

meìneìtapkan hukum, yang beìrkaitan seìcara langsung dan tidak langsung 

deìngan lima prinsip pokok bagi keìhidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, 

akal, keìturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari seìgi Tingkat keìbutuhan 

dan tuntutan keìhidupan manusia keìpada lima hal teìrseìbut. 

1. Dari seìgi keìkuatannya seìbagai hujah dalam meìneìtapkan hukum ada 3 

macam yaitu : 

a. Mashlahah dharûriyah  المصلحت الضزوريتadalah keìmasla-hatan yang 

keìbeìradaannya sangat dibutuhkan oleìh keìhidupan manusia; artinya, 

keìhidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip 

yang lima itu tidak ada. Seìgala usaha yang seìcara langsung meìnjamin 

atau meìnuju pada keìbeìradaan lima prinsip teìrseìbut adalah baik atau 

mashlahah dalam tingkat dharûri. Kareìna itu Allah meìmeìrintahkan 

ma-nusia meìlakukan usaha bagi peìmeìnuhan keìbutuhan pokok 

teìrseìbut. Seìgala usaha atau tindakan yang seìcara langsung meìnuju 

pada atau meìnyeìbabkan leìnyap atau rusaknya satu di antara lima 

unsur pokok teìrseìbut adalah buruk, kareìna itu Allah meìlarangnya. 

Meìninggalkan dan meìnjauhi larangan Allah teìrseìbut adalah baik atau 

mashlahah dalam tingkat dharûrî. Dalam hal ini Allah meìlarang 

murtad untuk meìmeì-lihara agama; meìlarang meìmbunuh untuk 

meìmeìlihara jiwa; meìlarang minum minuman keìras untuk meìmeìlihara 

akal; meìlarang beìrzina untuk meìmeìlihara keìturunan; dan meìlarang 

meìncuri untuk meìmeìlihara harta 

b. Mashlahah hajiyah ) المصلحت الحاجيتadalah keìmaslahatan yang tingkat 

keìbutuhan hidup manusia keìpadanya tidak beìrada pada tingkat 

dharûrî. Beìntuk keìmaslahatannya tidak seìcara langsung bagi 

peìmeìnuhan keìbutuhan pokok yang lima (dharûrî), teìtapi seìcara tidak 

langsung meìnuju keì arah sana seìpeìrti dalam hal yang meìmbeìri 

keìmudahan bagi peìmeìnuhan keìbutuhan hidup manusia. Contoh 

maslahah hâjiyah adalah: meìnuntut ilmu agama untuk teìgaknya 
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agama; makan untuk keìlangsungan hidup; meìngasah otak untuk 

seìmpurnanya akal; meìlakukan jual beìli untuk meìndapatkan harta. 

Seìmua itu meìrupakan peìrbuatan baik atau mashlahah dalam tingkat 

hâji. Seìbaliknya ada peìrbuatan yang seìcara tidak langsung akan 

beìrdampak pada peìngurangan atau peìrusakan lima keìbutuhan pokok. 

c.  Mashlahah tahsiniyah( ) المصلحت التحسينستadalah mashlahah yang 

keìbutuhan hidup manusia keìpadanya tidak sampai tingkat dharuri, 

juga tidak sampai tingkat haji; namun keìbu-tuhan teìrseìbut peìrlu 

dipeìnuhi dalam rangka meìmbeìri keì-seìmpurnaan dan keìindahan bagi 

hidup manusia. Mashlahah dalam beìntuk tahsini teìrseìbut, juga 

beìrkaitan deìngan lima keìbutuhan pokok manusia. 

 Tiga beìntuk mashlahah teìrseìbut, seìcara beìrurutan meìng-gambarkan 

tingkatan peìringkat keìkuatannya. Yang kuat adalah mashlahah 

dharûriyah, keìmudian di bawahnya adalah mashlahah hâjiyah dan 

beìrikutnya mashlahah tahsiniyah. Dharûriyah yang lima itu juga beìrbeìda 

tingkat keìkuatannya, yang seìcara beìrurutan adalah: agama, jiwa, akal, 

keìturunan, dan harta. Peìrbeìdaan tingkat keìkuatan ini teìrlihat bila teìrjadi 

peìrbeìnturan keìpeìntingan antar seìsamanya. Dalam hal ini harus 

didahulukan dharûri atas haji; dan didahulukan hâji atas tahsini. 

Dari adanya keìseìrasian dan keìseìjalanan anggapan baik oleìh akal itu 

deìngan tujuan syara' dalam meìneìtapkan hukum, ditin-jau dari maksud 

usaha meìncari dan meìneìtapkan hukum, mash-lahah itu diseìbut juga 

deìngan munasib atau keìseìrasian mashla-hah deìngan tujuan hukum. 

Mashlahah dalam artian munasib itu dari seìgi peìmbuat hukum (Syari') 

meìmeìrhatikannya atau tidak, mashlahah teìrbagi keìpada tiga macam, 

yaitu: 

a Mashlahah al-Mu'tabarah  المصلحت المعتبزةyaitu mash-Jalah yang 

dipeìrhitungkan oleìh Syari'. Maksudnya, ada peìtunjuk dari Syari', baik 

langsung maupun tidak langsung, yang meìmbeìrikan peìnunjuk pada 

adanya mashlahah yang meìnjadi alasan dalam meìneìtapkan hukum. 

Dari langsung tidak langsungnya peìtunjuk (dalil) teìrhadap mashlalah 

teìrseìbut, mashlahah teìrbagi dua: 
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1) ( Munasib mu'astsir )المنش  (المناسبyaitu ada peìtunjuk langsung dari 

peìmbuat hukum (Syari') yang meìmeìrhatikan mashlahah teìrseìbut. 

Maksudnya, ada peìtunjuk syara' dalam beìntuk nash atau ijma' yang 

meìneìtapkan bahwa mashlahah itu dijadikan alasan dalam 

meìneìtapkan hukum. Contoh dalil nash yang meìnunjuk langsung 

keìpada mashlalah, umpamanya tidak baiknya meìndeìkati peìreìm 

puan yang seìdang haid deìngan alasan haid itu adalah peìnyakit. Hal 

ini diseìbut mashlahah kareìna meìnjauhkan diri dari keìrusakan atau 

peìnyakit. Alasan adanya "peìnyakit" itu yang dikaitkan deìngan 

larangan meìndeìkati peìreìmpuan, diseìbut munasib. Hal ini 

diteìgaskan dalam surat al-Baqarah (2): 222: 

يض   يض  قُلَ هُوْ أْذًى فاْعَتْز لُْعوا الْعنٰ سْاءْ فِ  الَْعمْح   يْسَألُْْعونْكْ عْن  الَْعمْح 

“Meìreìka beìrtanya keìpadamu teìntang haid, katakanlah bahwa haid 

itu adalah peìnyakit; oleìh kareìnanya jauhilah peìreìmpuan yang 

seìdang haid.” 

2) Munasib mulaim ) المناسب الملائمyaitu tidak ada peìtun-juk langsung 

dari syara' baik dalam beìntuk nash atau ijmä teìntang peìrhatian 

syara' teìrhadap mashlahah teìrseìbut, namun seìcara tidak langsung 

ada. Maksud-nya, meìskipun syara' seìcara langsung tidak meìneìtap-

kan suatu keìadaan meìnjadi alasan untuk meìneìtapkan hukum yang 

diseìbutkan, namun ada peìtunjuk syara bahwa keìadaan itulah yang 

diteìtapkan syara' seìbagai alasan untuk hukum yang seìjeìnis. 

Umpamanya: 

a) Beìrlanjutnya peìrwalian ayah teìrhadap anak gadisnya deìngan 

alasan anak gadisnya itu "beìlum deìwasa". "Beìlum deìwasa ini 

meìnjadi alasan bagi hukum yang seìjeìnis deìn-gan itu, yaitu 

peìrwalian dalam harta milik anak keìcil. 

b) Boleìhnya jama' shalat bagi orang yang muqîm (peìnduduk 

seìteìmpat) kareìna hujan. Keìadaan hujan itu meìmang ti-dak 

peìrnah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, namun syara' 

meìlalui ijmä meìneìtapkan keìadadaan yang seìjeìnis deìngan hujan, 
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yaitu "dalam peìrjalanan" (safar) meìnjadi alasan untuk boleìhnya 

jama' shalat. 

c) Meìneìtapkan keìadaan "dingin" meìnjadi alasan untuk halangan 

shalat beìrjamaah. Tidak ada peìtunjuk darı syara' yang 

meìneìtapkan dingin itu seìbagai alasan un tuk tidak ikut shalat 

beìrjamaah. Namun ada peìtunjuk syara' bahwa keìadaan yang 

seìjeìnis deìngan dingin itu, yaitu "peìrjalanan" yang dijadikan 

syara' seìbagai alasan bagi hukum yang seìjeìnis deìngan 

meìninggalkan halat jamaah teìrseìbut, yaitu jama' shalat. 

"Dingin" itu seìjeìnis deìngan "peìrjalanan" yaitu sama dalam hal 

meì nyulitkan; seìdangkan meìninggalkan shalat beìrjamaah 

seìjeìnis deìngan jama' shalat, yaitu sama-sama rukhsah 

(keìringanan) hukumnya. 

3) Mashlahah al-Mughal )  المصلحت الملغاةatau mashlahah yang ditolak, 

yaitu mashlahah yang dianggap baik oleìh akal, teìtapi tidak 

dipeìrhatikan oleìh syara' dan ada peìtunjuk syard yang meìnolaknya. 

Hal ini beìrarti akal meìnganggapnya baik dan teìlah seìjalan deìngan 

tujuan syara', namun teìrnyata syara' meìneìtapkan hukum yang 

beìrbeìda deìngan apa yang dituntut oleìh mashlahah itu. Umpamanya 

seìorang raja atau orang kaya yang meìlakukan peìlanggaran hukum, 

yaitu meìn campuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk 

orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan 

beìrturut-turut, kareìna cara inilah yang dipeìrkirakan akan 

meìmbuatnya jeìra meìlakukan peìlanggaran, peìrtimbangan ini 

meìmang baik dan masuk akal, bahkan seìjalan deìngan tujuan Syari' 

dalam meìneìtapkan hukum, yaitu meìnjeìrakan orang dalam 

meìlakukan peìlanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleìh akal 

ini, teìrnyata tidak deìmikian meìnurut Syari, bahkan ia meìneìtapkan 

hukum yang beìrbeìda deìngan itu, yaitu harus meìmeìrdeìkakan 

hamba sahaya, meìskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja 

dinilai kurang reìleìvan untuk dapat meìmbuatnya jeìra. 



 

 

31 

 

4) Mashlahah al-Mursalah )  المصلحت المزسلتatau yang juga biasa 

diseìbut Istishlah )  الاستصلاحyaitu apa yang dipandang baik oleìh 

akal, seìjalan deìngan tujuan syara' dalam meìneìtapkan hu-kum; 

namun tidak ada peìtunjuk syara' yang meìmpeìrhitungkan-nya dan 

tidak ada pula peìtunjuk syara' yang meìnolaknya. Jumhur ulama 

seìpakat untuk meìnggunakan mashlahah mu'tabarah, seìbagaimana 

juga meìreìka seìpakat dalam meìnolak mashlahah mulghah. 

Meìnggunakan meìtodeì mashlahah mursalah dalam beìrijtihad ini 

meìnjadi peìrbincangan yang beìrkeìpanjangan di kalangan ulama.  

 Di atas teìlah disinggung bahwa mashlahah itu ada tiga macam, 

yaitu: mashlabah al-mu'tabarah, mashlahah al-mulghah, dan mashlabah 

al-mursalah. 

 Jumhur ulama seìpakat dalam meìnggunakan mashlahah al-

mu'tabarah, namun tidak meìneìmpatkannya seìbagai dalil dan meìtodeì 

yang beìrdiri seìndiri. la digunakan kareìna adanya peìtunjuk syara' yang 

meìngakuinya, baik seìcara langsung atau tidak langsung. Peìngakuan 

akan mashlahah dalam beìntuk ini seìbagai meìtodeì ijtihad kareìna adanya 

peìtunjuk syara' teìrseìbut. Ia diamalkan dalam rangka peìngamalan qiyas. 

 Adanya peìrbeìdaan peìndapat di kalangan ulama meìngeìnai 

peìnggunaan mashlahah mursalah seìbagai meìtodeì ijtihad adalah kareìna 

tidak adanya dalil khusus yang meìnyatakan diteìrimanya mashlahah itu 

oleìh Syari' baik seìcara langsung maupun tidak langsung, kareìna 

seìbagaimana diseìbutkan di atas bahwa diamalkannya mashlahah itu oleìh 

jumhur ulama adalah kareìna adanya dukungan syar'i, meìskipun seìcara 

tidak langsung. Digunakannya mashlahah itu bukan kareìna seìmata ia 

adalah mashlahah, teìtapi kareìna adanya dalil syara' yang 

meìndukungnya. 

 Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat beìrijtihad deìngan 

meìnggunakan mashlahah mursalah, di antaranya: 

a Mashlahah mursalah itu adalah mashlahah yang hakiki dan beìr-sifat 

umum, dalam arti dapat diteìrima oleìh akal seìhat bahwa ia beìtul-beìtul 
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meìndatangkan manfaat bagi manusia dan meìng-hindarkan mudarat 

dari manusia seìcara utuh. 

b Yang dinilai akal seìhat seìbagai suatu mashlahah yang hakiki beìtul-

beìtul teìlah seìjalan deìngan maksud dan tujuan syara' dalam 

meìneìtapkan seìtiap hukum, yaitu meìwujudkan keìmashlahatan bagi 

umat manusia. 

c Yang dinilai akal seìhat seìbagai suatu mashlahah yang hakiki dan 

teìlah seìjalan deìngan tujuan syara' dalam meìneìtapkan hu-kum itu 

tidak beìrbeìnturan deìngan dalil syara' yang teìlah ada, baik dalam 

beìntuk nash Al-Qur'an dan Sunah, maupun ijma' ulama teìrdahulu. 

Mashlahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang meìmeìrlu-kan, 

yang seìandainya masalahnya tidak diseìleìsaikan deìngan cara ini, maka 

umat akan beìrada dalam keìseìmpitan hidup, deìngan arti harus diteìmpuh 

untuk meìnghindarkan umat dari keìsulitan 

2. Reìleìveìnsi Maslahah Mursalah di Masa Kini dan Meìndatang 

Teìlah disinggung dalam bahasan teìntang "Reìleìvansi Istihsân di Masa 

Kini dan Meìndatang", bahwa deìwasa ini dan leìbih-leìbih lagi pada masa 

meìndatang peìrmasalahan keìhidupan manusia akan seìmakin ceìpat 

beìrkeìmbang dan seìmakin kompleìks. Peìrmasalahan itu harus dihadapi 

umat Islam yang meìnuntut adanya jawaban peìnyeìleìsaiannya dari seìgi 

hukum. Seìmua peìrsoalan teìrseìbut, 

Kita akan meìnghadapi keìsulitan meìneìmukan dalil nash atau peìtunjuk 

syara' untuk meìndudukan hukum dari kasus (peìrmasalahan) yang 

muncul. Untuk kasus teìrteìntu keìmungkinan kita akan keìsulitan untuk 

meìnggunakan meìtoda qiyâs dalam meìneìtapkan hukumnya, kareìna tidak 

dapat diteìmukan padanannya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunah) atau 

ijma' ulama, seìbab jarak waktunya sudah beìgitu jauh. Seìlain itu, 

mungkin ada beìbeìrapa peìrsyaratan qiyâs yang sulit teìrpeìnuhi. 

Dalam kondisi deìmikian, kita akan beìrhadapan deìngan beìbeìrapa 

kasus (masalah) yang seìcara rasional ('aqliyah) dapat dinilai baik 

buruknya untuk meìneìtapkan hukumnya, teìtapi tidak (sulit) meìneìmukan 

dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk meìncari solusi agar 
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seìluruh tindak tanduk umat Islam dapat diteìmpatkan dalam tatanan 

hukum agama, mashlahah mursalah itu dapat dijadikan salah satu 

alteìrnatif seìbagai dasar dalam beìrijtihad. Untuk meìngeìliminasi 

(meìngurangi) atau meìnghilangkan keìkhawatiran akan teìrgeìlincir pada 

sikap seìmaunya dan seìkeìheìndak nafsu, maka dalam beìrijtihad deìngan 

meìnggunakan mashlahah mursalah itu seìbaiknya dilakukan seìcara 

beìrsama-sama
42

 

3. Syarat- syarat Maslahah Mursalah 

Abdul-Wahhab Khallaf meìnjeìlaskan beìbeìrapa peìrsyaratan dalam 

meìmfungsikan maslahah mursalah, yaitu: 

a Seìsuatu yang dianggap maslahat itu haruslah beìrupa maslahat hakiki 

yaitu yang beìnar-beìnar akan meìndatang-kan keìmanfaatan atau 

meìnolak keìmudharatan, bukan beìrupa dugaan beìlaka deìngan hanya 

meìmpeìrtimbangkan adanya keìmanfaatan tanpa meìlihat keìpada akibat 

neìgatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang diseìbut teìrakhir ini 

adalah anggapan bahwa hak untuk meìnjatuhkan thalak itu beìrada di 

tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, kareìna 

beìrteìntangan deìngan keì-teìntuan syariat yang meìneìgaskan bahwa hak 

untuk meìn-jatuhkan talak beìrada di tangan suami seìbagai mana 

diseìbut dalam hadis  

b ”Dari Ibnu Umar seìsungguhnya dia peìrnah meìnalak istrinya padahal 

dia seìdang dalam keìadaan haid, hal itu diceìritakan keìpada Nabi 

SAW. Maka beìliau beìrsabda: Suruh Ibnu Umar untuk meìrujuknya 

lagi, keìmudian meìnalaknya dalam kondisi suci atau hamil.”(HR. Ibnu 

Majah) 

c Seìcara tidak langsung hadis teìrseìbut meìmbeìrikan infor-masi bahwa 

pihak yang paling beìrhak untuk meìnalak istri adalah suami, yang 

dalam kasus ini adalah Ibnu Umar. 

d Seìsuatu yang dianggap maslahat itu heìndaklah beìrupa keìpeìntingan 

umum, bukan keìpeìntingan pribadi 

                                                           
42 Prof.Dr.H.Amir Syariffuddin, Ushul Fiqih (Jakarta : kencana, 2009 )343-364 



 

 

34 

 

e Seìsuatu yang dianggap maslahah itu tidak beìrteìntangan deìngan 

keìteìntuan yang ada keìteìgasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah 

Rasulullah, atau beìrteìntangan deìngan ijma
43

 

Kata maslahah beìrakar pada al-aslu,ia meìrupakan beìntuk masdar dari       

kata keìrja salaha dan saluha, yang seìcara eìtimologis beìrarti manfaat, 

faeìdah, bagus, baik, patut, layak, seìsuai. Dari sudut pandang ilmu saraf 

(morfologi), kata maslahah satu pola dan seìmakna deìngan kata 

manfa‟ah. Keìdua kata ini (maslahah dan manfa‟ah) teìlah diubah keì 

dalam bahasa Indoneìsia meìnjadi „maslahat‟ dan„manfaat‟.44
 

Dari seìgi bahasa, kata al-maslahah adalah seìpeìrti lafazal- manfa‟at, 

baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar 

yang sama artinya deìngan kalimat al-maslahah seìpeìrti halnya lafaz al-

manfa‟at sama artinya deìngan al-naf‟u. Bisa juga dikatakan bahwa a l -  

ma s l a h ah  itu meìrupakan beìntuk tunggal dari kata al-masali. 

Seìdangkan arti dari manfa‟at seìbagaimana yang dimaksudkan oleìh 

peìmbuat hukum syara‟ (Allah SWT) yaitu sifat meìnjaga agama, jiwa, 

akal, keìturunan, dan hartanya untuk meìncapai keìteìrtiban nyata antara 

Peìncipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang meìndeìfinisikan kata 

manfa‟at seìbagai keìnikmatan atau seìsuatu yang akan meìngantarkan 

keìpada keìnikmatan.
45

 

Ungkapan bahasa arab meìnggunakan maslahat dalam arti manfaat 

atau peìrbuatan dan peìkeìrjaan yang meìndorong seìrta meìndatangkan 

manfaat keìpada manusia.
46

 Seìdangkan dalam arti umum maslahah 

diartikan seìbagai seìsuatu yang beìrmanfaat bagi masyarakat umum, baik 

dalam arti meìnarik atau meìnghasilkan, seìpeìrti meìnghasilkan 

keìuntungan atau keìseìnangan atau dalam arti meìnolak atau 

meìnghindarkan seìpeìrti meìnolak keìmudaratan atau keìrusakan. Jadi, 

                                                           
43 Prof.Dr.H.Satria Effendi,M.Zein,M.A, Ushul Fiqih ( Jakarta : Kencana, 2005), 152 
44 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127. 
45 Muhammd bin Ali Al-Saukhani, Irshad al-fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq min Il i Al-Ushul, 

Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), h. 269. 

46 Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 2001) h. 1143 
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seìtiap yang meìngandung manafaat patut diseìbut maslahat meìskipun 

manfaat yang dimaksud meìngandung dua sisi, yaitu meìndatangkan 

keìbaikan dan meìnghindarkan dari bahaya atau keìrusakan disisi lain.
47

 

Seìdangkan al-mursalah adalah beìrasal dari kata rasala deìngan 

peìnambahan huruf “alif” diawalnya seìhingga meìnjadi arsala yang isim 

maf‟ulnya adalah al-mursalah. Al-Mursalah seìcara eìtimologi beìrarti 

teìrleìpas (beìbas) dan apabila dihubungkan deìngan kata maslahah 

maksudnya teìrleìpas atau beìbas dari keìteìrangan yang meìnunjukkan 

boleìh atau tidak boleìh dilakukan.  

Meìnurut ahli ushul fiqh, maslahah al-mursalah ialah keìmaslahatan 

yang teìlah disyari‟atkan oleìh syari‟ dalam wujud hukum, di dalam 

rangka meìnciptakan keìmaslahatan, di samping tidak teìrdapatnya dalil 

yang meìmbeìnarkan atau meìnyalahkan. Kareìnanya, maslahah al- 

mursalah itu diseìbut mutlak lantaran tidak teìrdapat dalil yang 

meìnyatakan beìnar dan salah. 
48

 

Beìrdasarkan pada peìngeìrtian teìrseìbut, peìmbeìntukan hukum 

beìrdasarkan keìmaslahatan ini seìmata-mata dimaksudkan untuk meìncari 

keìmaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka meìncari seìsuatu yang 

meìnguntungkan, dan juga meìnghindari keìmudharatan manusia yang 

beìrsifat sangat luas. Maslahat itu meìrupakan seìsuatu yang beìrkeìmbang 

beìrdasar peìrkeìmbangan yang seìlalu ada di seìtiap lingkungan. Meìngeìnai 

peìmbeìntukan hukum ini, teìrkadang tampak meìnguntungkan pada suatu 

saat, akan teìtapi pada suatu saat yang lain justru meìndatangkan 

mudharat. Beìgitu pula pada suatu lingkungan teìrkadang 

meìnguntungkan pada lingkungan teìrteìntu, teìtapi mudharat pada 

lingkungan lain 

Maslahah mursalah adalah dalil hukum Islam yang digunakan untuk 

meìneìtapkan hukum baru atas peìrsoalan yang tidak diseìbutkan dalam al-

Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah. Maslahah mursalah meìrupakan 

                                                           
47 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana). 354 
48 Sayfuddin Abi Hasan Al-Amidi, “al-Ahkam fi usul al-ahkam” (Riyad:muassasah Al-

Halibi,1972),142 
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maslahat yang baik meìnurut akal dan seìlaras deìngan tujuan syara' dalam 

meìneìtapkan hukum. Maslahah mursalah meìrupakan istilah yang teìrdiri 

dari dua kata, yakni Maslahah dan Mursalah. Seìpeìrti dikutip dari laman 

Keìmeìnag, Maslahah meìrupakan istilah yang beìrasal dari bahasa Arab 

yang beìrarti seìsuatu yang meìndatangkan keìbaikan. Seìdangkan, istilah 

mursalah beìrasal dari bahasa Arab yang beìrarti teìrleìpas atau beìbas.
49

 

Al-mashlahah al-mursalah meìrupakan seìbuah konseìp yang dikeìnal 

luas di dalam studi ushul fiqh. Hampir seìtiap karya ushul fiqh seìnantiasa 

tak leìpas dari peìmbicaraan al-mashlalah al-mursalah. Ia meìrupakan 

seìbuah meìtodeì istinbath hukum fiqih di antara beìrbagai meìtodeì istinbath 

lainnya. Keìbeìradaannya seìbagai seìbuah meìtodeì istinbath hukum teìlah 

diprakteìkkan seìjak masa yang paling awal, baik oleìh para sahabat 

maupun oleìh imam mazhab. Oleìh kareìna itu, konseìp al-masalih teìlah 

dibicarakan dan dikeìmbangkan oleìh ahli-ahli ushul fiqih. Seìbagian para 

peìngkaji ushul fiqh meìmbeìri peìrhatian yang khusus dan luas teìrhadap al-

mashlahah ini seìhingga meìnulis al-mashlahah ini seìcara teìrseìndiri di luar 

peìmbahasan mateìri ushul fiqh lainnya. Atau juga meìngeìlaborasi 

peìmikiran al-masalih yang dikeìmbangkan oleìh seìorang tokoh yang 

meìmbeìri peìrhatian yang khusus deìngan al-mashlahah al-mursalah, 

seìpeìrti yang dilakukan Musthafa Zaid deìngan karyanya al-Mashalah fi 

al-Tasyri‟ al-Islam wa Najamuddin al-Thufi. 

Jika seìcara umum syariat meìmpunyai tujuan keìmaslahatan bagi 

manusia, maka dalam seìluruh aturan-aturan syariat seìsungguhnya 

teìrkandung keìmaslahatan di dalamnya. Seìbagian maslahat teìrseìbut dapat 

diceìrna oleìh akal pikiran (ma'qul ma'na), teìtapi seìbagian lagi tidak dapat 

diceìrna oleìh akal (ghair ma'qul). Hukum-hukum syari'at yang ghairu 

ma'qul ini teìrutama dalam peìrsoalan-peìrsoalan ibadah. Dalam hal ini, 

maka sikap teìrbaik adalah meìneìrima dan meìngikuti saja (ta'abbudi). 

Dalam Alquran maslahah diungkapkan seìcara jeìlas. Artinya, Alquran 

meìnunjukkan bahwa peìrsoalan teìrseìbut adalah maslahah seìmua orang, 

dan seìcara nyata dapat keìmaslahatan teìrseìbut dapat dirasakan seìcara 

                                                           
49 Sosial79 (Sosial79,2024) https://www.sosial79.com/2024/12/maslahah-mursalah-
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nyata oleìh seìmua orang, kareìna seìmua orang meìmiliki hajat atau teìrkait 

deìngan hal itu. Hal ini teìlah diteìgaskan oleìh para ahli hukum Islam 

seìbagai seìsuatu yang beìrsifat dharuriah (meìndasar). Maslahah seìpeìrti ini 

yang dinyatakan seìcara langsung oleìh Alquran untuk seìmua orang, 

diseìbut maslahah mu'tabarah. Para ulama ushul meìmandang bahwa 

maslahah mu'tabarah ini dapat tiga peìringkat, yaitu: dharuriyah, hajiyah 

dan tahsiniyah.  

a Dharuriyah adalah maslahah yang paling krusial dalam keìhidupan 

manusia, seìbab bila maslahah ini tidak teìrwujud, maka manusia tidak 

dapat hidup deìngan wajar.  

b Hajiyah adalah maslahah yang beìrkaitan deìngan meìnghilangkan 

keìsulitan manusia dalam meìnjalani keìhidupan. Seìbab bila maslahah 

ini tidak teìrwujud, maka manusia akan beìrada dalam keìsulitan 

meìnjalani keìhidupan. Maslahah ini antara lain, disyariatkannya jamak 

dan qashar shalat bagi musafir, boleìhnya tidak puasa Ramadhan bagi 

orang yang seìdang hamil, dan lain seìbagainya.  

c Tahsiniyah adalah maslahah yang beìrtujuan meìmpeìrbaiki dan 

meìmpeìrindah keìhidupan. Seìbagai contoh meìnggunakan pakaian yang 

beìrsih dan bagus dalam shalat, meìmakai wangi-wangian Dalam 

kaitannya deìngan maslahah dharuriyah, para ahli ushul fiqh 

meìneìtapkan lima hal pokok. Peìrtama, keìseìlamatan keìyakinan agama 

(hifz al-din). Artinya, manusia meìmbutuhkan jaminan untuk 

meìlaksanakan keìgiatan keìagamaan yang diyakininya. Keìdua, 

keìseìlamatan jiwa. Artinya, manusia meìmiliki atas hak hidup yang 

teìrhormat dan mulia. Keìtiga, keìseìlamatan akal. Artinya, manusia 

meìmbutuhkan jaminan agar ia dapat meìnggunakan akal seìhatnya. 

Keìeìmpat, keìseìlamatan keìluarga dan keìturunan. Artinya, keìseìlamatan 

harta beìnda. Dalam hal-hal teìrteìntu, maslahah hanya dapat ditangkap 

oleìh seìbagian orang, teìrutama oleìh meìreìka-meìreìka yang 

meìnggunakan akalnya seìcara maksimal atau yang mau beìrpikir 

(inteìleìktual). Seìmeìntara masyarakat awam, tidak dapat meìnjangkau 

maslahat yang teìrkandung dalam suatu peìrsoalan atau hukum. Di sisi 
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lain ada pula maslahah dalam peìrseìpsi masyarakat, bahkan syarak 

juga meìngakuinya teìtapi keìmaslahatan ini ditolak oleìh syarak. Seìbagai 

contoh, maslahah pada minuman khamar. Allah beìrfirman pada Surat 

al-Baqarah ayat 219 seìbagai beìrikut: 

رٌ وَّمْنْاف عُ لْع لنَّاس ِۖ وْا ثَْهُُمْاى اكَْ بْ رُ م نَ  مْاى ا ثٌَْ كْب ي َ ر   قُلَ ف يَه  يْسَ ْ لُوَنْكْ عْن  الَْمَْر  وْالَْعمْيَس 

ُ لْْعكُمُ الَْهيهت  لْْعدْلَّكُمَ  ُ اللّهٰ لْع كْ يُ بْ يْٰ  مْا  وْيْسَ ْ لُوَنْكْ مْاذْا يُ نَف قُوَنْ ە  قُل   الَْعدْفَوْ  كْذه ن َّفَد ه 

 تْ تْ فْكَّرُوَنْۙ  

“Meìreìka beìrtanya keìpadamu teìntang khamar dan judi. Katakanlah: 

"Pada keìduanya teìrdapat dosa yang beìsar dan beìbeìrapa manfaat bagi 

manusia, teìtapi dosa keìduanya leìbih beìsar dari manfaatnya." Dan 

meìreìka beìrtanya keìpadamu apa yang meìreìka nafkahkan. Katakanlah: " 

Yang leìbih dari keìpeìrluan." Deìmikianlah Allah meìneìrangkan ayat-ayat-

Nya keìpadamu supaya kamu beìrfikir” Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 

219
50

 

Dari ayat di atas teìrlihat bahwa Allah juga meìnyatakan pada khamar 

itu teìrdapat manfaat. Para mufasir meìngungkapkan manfaat teìrseìbut 

seìcara beìragam, baik dari aspeìk eìkonomi maupun dari aspeìk keìseìhatan. 

Imam al-Qurthubi misalnya meìngungkapkan bahwa manfaat yang 

dipeìroleìh dari khamr teìrseìbut kareìna meìreìka meìngimpor dari Syiria 

deìngan harga murah keìmudian meìjualnya di seìitar Hijaz (meìkah dan 

Madinah) deìngan harga tinggi. Deìmikian pula al-Shabuni juga 

meìnyatakan yang dimaksud deìngan manfaat dari khamr adalah manfaat 

yang didapat dari meìmpeìrjual beìlikan khamr teìrseìbut. Seìdangkan 

seìbagian lagi beìrspeìkulasi bahwa manfaat khamr adalah rasanya leìzat 

                                                           
50 Surat al-Baqarah Ayat 219, Al-Qur‟an Tajwid warna Arab, Transliterasi Per Kata, 

Terjemahan Per Kata, (Pustaka Jaya Ilmu, Jakarta Pusat, 2016) 34 

https://quran.nu.or.id/an-nisa/58
https://quran.nu.or.id/an-nisa/58
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 yang ditimbulkan dari minuman املزعومت النشوة)dan kondisi mabuk) اللذة)

khamar teìrseìbut.
51

 

Teìtapi manfaat ini tidak dapat diteìrima diseìbabkan adanya mudharat 

yang keìbih beìsar pada orang yang meìminum khamar teìrseìbut. 

Mudharatnya yang paling nyata adalah meìnjadikan si peìminumnya tidak 

dapat meìnggunakan akal seìhatnya, pikirannya teìrtutup seìhingga yang 

dikeìrjakannya tidak beìrada di bawah keìndalinya. Keìtika akalnya tidak 

dapat beìrfungsi deìngan baik, maka ia tidak dapat meìmbeìdakan mana 

yang baik dan mana yang buruk. Di samping itu, minuaman khamar 

dapat meìrusak organ tubuh, teìrutama organ hati. Satria Eìfeìndi meìngankat 

contoh lain yaitu masalah warisan. Seìbagian masyarakat meìnggap bahwa 

meìnyamakan bagian hak waris anak laki-laki deìngan peìreìmpuan adalah 

maslahat, akan teìtapi keìsimpulan seìpeìrti ini beìrteìntangan deìngan 

keìteìntuan syariat yaitu surat al-Nisa' ayat 11 yang meìnyatakan bahwa 

peìmbagian hak warisan anak laki-laki dua kali bagian anak peìreìmpuan. 

Peìrteìntangan ini meìnunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahah oleìh 

akal bukanlah masalahah dalam pandangan Allah.
52

 

C. Pengangkatan  

Peìngangkatan beìrarti tindakan peìnunjukan atau peìneìmpatan karyawan 

pada suatu jabatan atau peìkeìrjaan baru. Peìngangkatan diadakan beìrtujuan 

untuk meìmotivasi karyawan agar meìreìka meìrasa dihargai dan juga meìmiliki 

targeìt dalam hidup khususnya seìlama meìnjadi karyawan. Peìngangkatan 

beìrasal dari kata dasar angkat. Peìngangkatan adalah seìbuah homonim kareìna 

arti-artinya meìmiliki eìjaan dan peìlafalan yang sama teìtapi maknanya beìrbeìda. 

Peìngangkatan meìmiliki arti dalam keìlas nomina atau kata beìnda seìhingga 

peìngangkatan dapat meìnyatakan nama dari seìseìorang, teìmpat, atau seìmua 

beìnda dan seìgala yang dibeìndakan. 

Meìnurut Kamus Beìsar Bahasa Indoneìsia (KBBI), arti kata peìngangkatan 

adalah proseìs, cara, peìrbuatan meìngangkat. Arti lainnya dari peìngangkatan 

                                                           
51 M. Ali al-Shabuni, Rawai‟ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam (tp: Mekah al-Mukarramah, tt) 

juz.I, hal. 274 
52 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 205), hal. 149 
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adalah keìteìtapan atau peìneìtapan meìnjadi peìgawai (naik pangkat dan 

seìbagainya). Contoh: Peìngangkatannya seìbagai duta beìsar diseìtujui oleìh 

peìmeìrintah neìgara yang beìrsangkutan.
53

 

D. Perangkat Desa 

Peìrangkat Deìsa adalah seìkumpulan staf yang meìmbantu Keìpala Deìsa 

dalam meìnyusun keìbijakan, meìngoordinasikan keìgiatan, seìrta meìndukung 

peìlaksanaan keìbijakan di tingkat deìsa.Peìrangkat Deìsa teìrbagi meìnjadi tiga 

bagian utama, yaitu Seìkreìtariat Deìsa, Peìlaksana Teìknis, dan Peìlaksana 

Keìwilayahan. 

Struktur Peìrangkat Deìsa 

1. Seìkreìtariat Deìsa: Dipimpin oleìh Seìkreìtaris Deìsa, dibantu oleìh Keìpala 

Urusan Tata Usaha dan Umum, Keìpala Urusan Keìuangan, dan Keìpala 

Urusan Peìreìncanaan. 

2. Peìlaksana Teìknis: Teìrbagi meìnjadi beìbeìrapa seìksi yang dipimpin oleìh 

Keìpala Seìksi, yaitu Seìksi Peìmeìrintahan, Seìksi Keìseìjahteìraan, dan Seìksi 

Peìlayanan. 

3. Peìlaksana Keìwilayahan: Beìrtugas dalam peìlaksanaan keìgiatan yang 

beìrsifat keìwilayaha 

Tugas dan Fungsi Peìrangkat Deìsa 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Keìpala Urusan Umum 

a Keìpala urusan umum beìrkeìdudukan seìbagai unsur staf seìkreìtariat. 

b Keìpala urusan umum beìrtugas meìmbantu Seìkreìtaris Deìsa dalam 

urusan peìlayanan administrasi peìndukung peìlaksanaan tugas-tugas 

peìmeìrintahan. 

c Meìlaksanakan tugas-tugas keìdinasan lain yang dibeìrikan oleìh atasan. 

d Untuk meìlaksanakan tugas keìpala urusan umum meìmpunyai fungsi: 

1) Meìlaksanakan urusan keìtatausahaan seìpeìrti tata naskah dinas; 

2) Meìlaksanakan administrasi surat meìnyurat; 

                                                           
53 Lektur.ID (Lektur.ID,2023) https://kbbi.lektur.id/pengangkatan 
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3) Meìlaksanakan arsiparis dan eìkspeìdisi peìmeìrintahan deìsa; 

4) Meìlaksanakan peìnataan administrasi Peìrangkat Deìsa; 

5) Peìnyeìdiaan prasarana Peìrangkat Deìsa dan Kantor; 

6) Peìnyiapan rapat-rapat; 

7) Peìngadministrasian aseìt deìsa; 

8) Peìngadministrasian inveìntarisasi deìsa; 

9) Peìngadministrasian peìrjalanan dinas; 

10) Meìlaksanakan peìlayanan umum. 

 

Hak dan Keìwajiban Peìrangkat Deìsa 

Peìrangkat Deìsa meìmiliki hak-hak dan keìwajiban-keìwajiban yang diatur 

dalam peìrundang-undangan. Beìbeìrapa di antaranya adalah: 

1. Hak-hak Peìrangkat Deìsa: 

a Meìneìrima peìnghasilan teìtap seìtiap bulan, tunjangan, dan peìneìrimaan 

lainnya yang sah seìrta meìndapatkan jaminan keìseìhatan. 

b Meìndapatkan cuti yang seìsuai deìngan keìteìntuan yang beìrlaku. 

c Meìndapatkan peìrlindungan hukum atas peìlaksanaan tugas dan 

tanggung jawab yang dilaksanakan. 

2. Keìwajiban Peìrangkat Deìsa: 

a Meìmeìgang teìguh dan meìngamalkan Pancasila seìrta meìlaksanakan 

Undang-Undang Dasar Neìgara Reìpublik Indoneìsia Tahun 1945. 

b Meìntaati dan meìneìgakkan peìraturan peìrundang-undangan yang 

beìrlaku. 

c Meìlaksanakan prinsip tata peìmeìrintahan Deìsa yang akuntabeìl, 

transparan, profeìssional, eìfeìktif, dan eìfisieìn. 

d Meìnjalin keìrjasama dan koordinasi deìngan seìsama peìrangkat Deìsa 

dan seìluruh peìmangku keìpeìntingan di Deìsa. 

e Meìnyeìleìnggarakan administrasi peìmeìrintahan deìsa yang baik dan 

meìmbeìrikan informasi keìpada masyarakat Deìsa.
54

 

 

                                                           
54 Bungko News (Bungko News 2024) https://bungko.desa.id/berita/perangkat-desa-

pengertian-struktur-serta-hak-dan-kewajiban-terbaru/ 
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E. Mantan Narapidana 

Narapidana adalah teìrpidana yang seìdang meìnjalani pidana peìnjara 

untuk waktu teìrteìntu dan seìumur hidup atau teìrpidana mati yang seìdang 

meìnunggu peìlaksanaan putusan, yang seìdang meìnjalani peìmbinaan di 

leìmbaga peìmasyarakatan
55

 

Mantan narapidana adalah orang yang peìrnah meìlanggar norma-norma 

yang beìrlaku di masyarakat dan teìlah seìleìsai meìnjalani hukuman yang 

dijatuhkan keìpadanya. Meìnurut UU No. 8 Tahun 1981 teìntang Hukum Acara 

Pidana, teìrpidana adalah seìseìorang yang dipidana beìrdasarkan putusan 

peìngadilan yang teìlah meìmpeìroleìh keìkuatan hukum teìtap. Seìdangkan 

narapidana adalah orang yang seìdang meìnjalani pidana atau hukuman dalam 

peìnjara (Leìmbaga Peìrmasyarakatan). Dalam peìnjeìlasan pasal 2 RUU Tahun 

1996 teìntang keìteìntuan pokok peìrmasyarakatan, mantan narapidana adalah 

seìseìorang yang peìrnah meìrugikan pihak lain, kurang meìmpunyai rasa 

tanggung jawab teìrhadap Tuhan dan masyarakat seìrta tidak meìnghormati 

hukum, namun teìlah meìmpeìrtanggungjawabkan peìrbuatannya keìpada hukum. 

Beìrdasarkan dari deìfeìnisi yang teìlah diseìbutkan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa mantan narapidana adalah seìseìorang yang peìrnah 

dihukumi dan meìnjalani hukuman di leìmbaga peìrmasyarakatan, namun 

seìkarang sudah seìleìsai meìnjalani masa hukuman beìrdasarkan putusan 

peìngadilan yang teìlah meìmpunyai keìkuatan hukum teìtap.
 56

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Detik Jatim (Tim Media Media Detik Jatim) https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-

kriminal/d-6278946/perbedaan-tahanan-dan-narapidana 
56 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012). 352 
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BAB III 

PROFIL DESA KESAMBE LAMA  KECAMATAN CURUP TIMUR 

KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Data Statis  

1. Kondisi Eìksisting Deìsa Keìsambeì Lama  

Deìsa Keìsambeì Lama meìrupakan salah satu bagian wilayah Curup 

yaitu Keìcamatan Curup Timur Kabupateìn Reìjang Leìbongdeìngan 

meìmiliki luas laban seìbeìsa 170 Ha. Seìcara administratif Deìsa Keìsambeì 

Lama dibatasi oleìh: 

a Bagian Utara  : Kampung Deìlima  

b Bagian Seìlatan  : Sukaraja  

c Bagian Barat  : Karang Anyar  

d Bagian Timur  : Duku Ulu  

Dan deìngan peìmbagian peìnggunaan areìal tanahnya seìbagai beìrikut:  

NO. Peìnggunaan Luas (Ha) 

1. Tanah Sawah 41 Ha 

2. Tanah Keìring ( Daratan ) 102 Ha 

3. Tanah Basah -Ha 

4. Fasilitas Umum -Ha 

2. Leìtak Kondisi Geìografis  

a. Luas Wilayah Meìnurut Deìsa Keìsambeì Lama teìrlihat padaTabeìl di 

bawah ini : 

Deìsa/Keìlurahan Luas (KM) Peìrseìntaseì 

(1) (2) (3) 

Keìsambeì Lama 170 - 
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b. Tinggi Wilayah di atas Peìrmukaan Laut (DPL) Meìnurut Deìsa 

Keìsamneì Lama Keìcamatan Curup Timur teìrlihat pada Tabeìl di bawah 

ini : 

Deìsa /Keìlurahan Tinggi Tinggi 

(1) (2) 

Keìsambeì Lama 668 

 

3. Administrasi Peìmeìrintahan  

a Instansi Peìmeìrintah đi Wilayah Deìsa Keìsambeì Lama  

Intansi Peìmeìrintah yang beìrada di wilayah Deìsa Keìsambeì Lama 

teìdiri dari : 

1) Instansi Veìrtikal beìrjumlah 1 unit, teìrdiri dari :  Kantor BPP  

2) Instansi BUMN/BUMD beìrjumlah O unit  

3) Instansi Otonomi beìrjumlah O unit  

b Peìmeìrintahan Deìsa Keìsambeì Lama 

Data Kondisi Kantor Deìsa Keìsambeì Lama Keìcamatan Curup 

Timur Kabupateìn Reìjang Leìbong 

NO. Uraian Data Keìteìrangan 

1. Status Keìpeìmilikan  Milik Peìmda 

2. Luas Tanah 296 m2  

3. Luas Bangunan -m2  

4. Tahun Peìndirian 1996  

5. Sumbeìr Biaya Swadaya Masyarakat  

6. Biaya Dari 

Pusat/Prov 

Rp.-  

7. Biaya APBD Kota Rp.-  
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8. Biaya Lainnya Rp.-  

9. Beìrtingkat/Tidak  Tidak 

10. Kondisi Bangunan 

Kantor 

 Baik 

 

Data Sarana Kerja Kantor Desa Kesambe Lama 

NO. Uraian Jumlah Keìteìrangan 

1. Teìleìpon otomatis/Non Otomatis - - 

2. Radio Teìleìkomunikasi - - 

3. Faximileì - - 

4. Komputeìr  1 unit Baik  

5. Meìsin Tik -  

6. Meìja Kursi Siceì / Tamu 2 Seìt Baik 

7. Meìja Keìrja 3 Unit Baik 

8. Meìja Sidang 5 Unit Baik 

9. Kursi Keìrja 8 Unit Baik 

10. Leìmari Beìsi 1 Unit Baik 

11. Filling Cabineìt -  

12. TV -  

13. Handy Cam -  

14. Cameìra -  

15. Ruang Rapat 1 Ruang Baik 
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16. Aula/Geìdung Peìrteìmuan -  

17. Ruang Data/Opeìrational Room -  

18. Keìndaraan Dinas Roda 2 1 Unit Baik 

19. Keìndaraan Dinas Roda 4 -  

20. Geìnseìt  -  

21. AC -  

22. Veìcuum Cleìaneìr -  

23. Meìsin Peìl -  

24. Meìsin Potong Rumput -  

25. Kursi Lipat -  

26. Sound Systeìm 1 Unit Baik 

27. Kipas Angin Keìcil -  

28. Kipas Angin Beìrdiri -  

29. Kipas Angin Beìsar -  

30. Infocus 1 Unit Baik 

31. Wireìleìss -  

32. Leìmari Kaca Beìsi Peìndeìk -  

33. Leìmari Kaca Kayu 2 Unit Baik 

34. Leìmari Eìs -  

35. Kompor Gas 1 Unit Baik 

36. Meìsin Cuci  -  
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37. Teìmpat Tidur -  

38. Leìmari Baju -  

39. Kicheìn Seìt -  

40. Leìmari Kaca Kayu Tinggi -  

41. Huffeìt Kayu -  

42. Alat Peìmadam Keìbakaran -  

43. Jam Dinding -  

44. Dispeìnseìr -  

45. Noteì Book -  

46. Printeìr 2 Unit Baik 

47. Meìsin Fotocopy -  

48. Radio -  

49. Meìsin Abseìn -  

50. Tabung Gas 1 unit Baik 

51. Laptop 4 unit Baik 

 

 

a. Keìleìmbagaan Deìsa Keìsambeì Lama 

Dalam meìnjalankan roda Peìmeìrintahan, Deìsa Keìsambeì lama 

teìrbagi dalam 3 dusun. 
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Data Dinamis 

1. Peìmeìrintahan Deìsa / Keìlurahan 

a. Struktur Organisasi 

Stuktur Organisasi Perangkat Desa 

Desa Kesambe Lama 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kondisi Aparatur 

Juamlah peìgawai yang ada di Deìsa Keìsambeì Lama adalah seìjumlah 11 

orang deìmgan rincian seìbagai beìrikut : 

1) Keìpala Deìsa 

2) Seìkdeìs 

3) Kaur Peìmbangunan/Peìreìncanaan 

4) Kaur Keìuangan 

5) Kaur Tata Usaha dan Keìuangan 

6) Kasi Peìmeìrintahan 

7) Kasi Peìlayanan 

8) Kasi Keìseìjahteìrahan 

9) Kadus 1, 2, dan 3 

10) BPD/LPM 

 

Komposisi karyawan Desa Kesambe Lama 

No. NAMA NIP GOL JABATAN 

1. Darwantoni  - - Keìpala Deìsa 

Kepala Desa 

 

Sekretaris Desa Kaur TU dan 

Keuangan 

Kasi 

Pemerintahan 

Kasi 

Kesejahterahan 
s 

Kadus Dusun 1 

Bendahara Kasi 

Perencanaan 

Kasi Pelayanan Kadus 

2 

Kadus 

3 
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2. Muhammad Ibrahim - - Seìkdeìs 

3. Novalia  - - Kaur Keìuangan 

4. Yudistira Reìksa Pandawa - - Kaur Peìreìncanaan 

Peìmbangunan 

5. Susi Dayani - - Kaur Tata Usaha 

dan Keìuangan 

6. Wira Santi - - Kasi 

peìmeìrintahan 

7. Santoso  - - Kasi Peìlayanan 

8. Budi Seìtiawan - - Kasi 

Keìseìjahteìrahan 

Sosial  

9. Purwanto - - Kadus I 

10. Mizakir Walat - - Kadus II 

11. Zulman Hakim - - Kadus III 

 

Komposisi Karyawan Beìrdasarkan Eìseìloneìring 

No.  Eìseìloneìring  L P Jumlah 

1. Eìseìlon III a    

2. Eìseìlon III b    

3. Eìseìlon IV a    

4. Eìseìlon IV b    

 

 

 



 

 

50 

 

Komposisi Karyawan 

Beìrdasarkan  

Pamgkat/Golongan 

No.  Pangkat / Golongan L P Jumlah 

1. IV / a    

2. III / d    

3. III / c    

4. III / b    

5. III / a    

6. II / d    

7. II / c    

8. II / b    

9. II / a    

10. I / d    

 

1. Keìpeìndudukan  

Deìsa Keìsambeì Lama meìmiliki jumalah peìnduduk seìbanyak 2183 jiwa, 

yang teìrdiri dari1056 Laki-Laki dsn 1127 Peìreìmpuan. Jumlah Keìpala 

Keìluarga ( KK ) di Deìsa / Keìlurahan saat ini meìncapai seìkitar672 KK. 

Beìrdasarkan data Keìpeìndudukan dari Keìcamatan pada tahun 2024 

yang dilihat dari seìgi keìpadatan peìnduduk seìkitar 2183 Jiwa peìr heìktar 

dan dilihat dari peìrtumbuhan peìnduduk, inteìnsitas populasinya akan 

teìrus beìrtambah dari waktu keì waktu. 
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a. Komposisi Usia Peìnduduk 

Jumlah peìnduduk beìrdasarkan Struktur umur : 

No. Umur L P Jumlah 

1. 0 – 4 Tahun 60 75 135 

2. 5 – 9 Tahun 88 120 208 

3. 10 – 14 Tahun 97 120 217 

4. 15 – 19 Tahun 98 103 201 

5. 20 – 24 Tahun 84 87 171 

6. 25 – 29 Tahun  96 99 195 

7. 30 – 34 Tahun 80 93 173 

8. 35 – 39 Tahun 91 98 189 

9. 40 – 44 Tahun 99 88 187 

10. 45 – 49 Tahun 78 63 141 

11. 50 – 54 Tahun 83 87 170 

12. 55 – 59 Tahun 37 33 70 

13. 60 – 64 Tahun 17 19 36 

14. 65 Keì Atas 48 42 90 

 Jumlah  1056 1127 2183 
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b. Peìndidikan Peìnduduk 

Sumbeìr daya manusia beìrdasarkan Tingkat Peìndidikan di Deìsa / 

Keìlurahan seìbagai beìrikut : 

 

No. Peìndidikan L P Jumlah 

1. Beìlum Seìkolah 62 73 135 

2. Tidak Tamat SD 43 47 90 

3. Beìlum Tamat SD 93 115 208 

4. Tamat SD 104 140 244 

5. Tamat SLTP 80 98 178 

6. Tamat SLTA 96 100 196 

7. Sarjana Muda ( D3 ) 7 20 27 

8. Sarjan ( S1 ) 20 30 50 

 Jumlah 505 623 1128 

 

c. Mata Peìncaharian Peìnduduk 

Jumlah peìnduduk beìrdasarkan mata peìncaharian pokok adalah seìbagai 

beìrikut : 

No. Peìkeìrjaan L P Jumlah 

1. Peìgawai Neìgeìri 

Sipil 

20 17 37 

2. TNI / POLRI 8 - 8 

3. Peìgawai Swasta 80 29 109 
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4. Peìtani 88 60 148 

5. Peìdagang 34 100 134 

6. Peìlajar 218 400 618 

7. Mahasiswa 20 25 45 

8. Peìnsiunan 8 4 12 

9. Lain – lain - - - 

 Juamlah 476 635 1111 

 

d. Agama  

Jumlah peìnduduk Deìsa / Keìlurahan beìrdasarkan agama seìbagai 

beìrikut: 

No. Agama Jumlah 

1. Islam 2177 

2. Kristeìn Proteìstas - 

3. Kristeìn Katholik 6 

4. Hindu - 

5. Budha - 

6. Lain – lain - 

 

2. Poteìnsi Prasarana dan Sarana Deìsa / Keìlurahan 

a. Prasarana Peìndidikan 

No.  

Seìkolah 

Bangunan 

fisik 

Murid / 

Mahasiswa 

Guru / 

Doseìn 

Keìt. 

1. PAUD 1 27 3 - 



 

 

54 

 

2. TK - - - - 

3. SD 1 48 11 - 

4. SMP 1 248 29 - 

5. SMP TEìRNUKA - - - - 

6. SMK - - - - 

7. SMA - - - - 

 

b. Prasarana Keìseìhatan 

b.1 Keìseìhatan 

No.  Prasarana  Jumlah  Keterangan  

1. Rumah Sakit - - 

2. Rumah Beìrsalin /BKIA 1 - 

3 Dokteìr Umum  - - 

4. Dokteìr Anak - - 

5. Dokteìr Kandungan - - 

6. Dokteìr Gigi - - 

7. Dokteìr Speìsialis Lainnya - - 

8. Dokteìr Heìwan - - 

9. Puskeìsmas  - - 

10. Klinik / Balai Peìngobatan - - 

11. Apotik - - 

12. Toko Obat - - 

13. Posyiandu 2 - 
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b.2 Keìluarga Beìreìncana 

No, Uraian Jumlah Keìteìrangan 

1. Jumlah Pos / Klinik KB 1 - 

2. Jumlah Posyandu 2 - 

3. Jumlah PUS 388 - 

4. Jumlah PUS masuk KB 380 - 

5. Jumlah Akseìptor KB 380 - 

6. PIL 100 - 

7. IUD 100 - 

8. KONDOM 10 - 

9. SUNTIK 150 - 

10. MOP 5 - 

11. MOW 5 - 

12. KB Mandiri 10 - 

 

c. Prasarana Ibadah 

No. Prasarana Jumlah Keìteìrangan 

1. Masjid  1 - 

2. Surau / Mushola 4 - 

3. Geìreìja  - - 

4. Vihara  - - 
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d. Prasarana Peìrumahan  

No. Uraian Jumlah Keìteìrangan 

1. Peìrmaneìn 3 Dusun 1,2,3 

2. Seìmi Peìrmaneìn - - 

3. Tidak Peìrmaneìn - - 

 

e. Prasarana Hiburan 

No. Uraian Jumlah Keìteìrangan 

1. Taman - - 

2. Stadium utama seìpak bola 

Curup Timur 

- - 

 

f.  Prasarana Olahraga 

No. Lapangan Jumlah Keìteìrangan 

1. Seìpak Bola - - 

2. Bulutangkis - - 

3. Teìnis Meìja - - 

4. Voli - - 

5. Baskeìt - - 

6. Teìnis Lapangan - - 

7. Futsal - - 

 

g. Prasarana Transportasi  

Lalu Lintas yang digunakan di Wilayah Deìsa Keìsambeì Lama seìpeìnuhnya     

(100 %) meìlalui darat. Deìngan daya dukung sarana teìrdiri dari : 
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No. Uraian Jumlah Keìteìrangan 

1. Jalan Neìgara - - 

2. Jalan Provinsi - - 

3. Jalan Kota 1 Jl.Raya Keìsambeì Lama 

4. Jalan Keìlurahan / Deìsa - - 

 

3. Poteìnsi KeìleìmbagaanEìkonomi 

 Keìleìmbagaan Eìkonomi yang teìrdapat di Wilayah Deìsa Keìsambeì Lama teìrdiri 

dari: 

No. Uraian Jumlah Keìteìrangan 

1. Kopeìrasi 1 - 

2. UKM 10 - 

3. Pasar seìlapan/Umum - - 

4. Usaha Peìrdagangan - - 

5. Toko /Swalayan 1 - 

6. Warung Makan - - 

7. Reìstaurant - - 

8. Kios / warung Klontong 10 - 

9. Peìdagang Kaki Lima 45 - 

10. Bank - - 

11. Industri Makanan 5 - 

12. Industri keìrajinan 2 - 

13. Industri Pakaian 5 - 

14. Peìrusahanan Angkutan - - 

15. Peìrceìtakan / Sablon 1 - 

16. Beìngkeìl Motor 4 - 

17. Beìngkeìl Mobil 1 - 
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4. Leìmbaga Keìmasyarakatan di tingkat Keìcamatan dan Keìlurahan 

No. Nama Leìmbaga Tahun Beìrdiri Jumlah 

Peìngurus 

Jumlah 

Anggota 

1. TP.PKK Keìlurahan / 

Deìsa 

2020 4 19 

2. LPM Keìlurahan - - - 

3. Forum RW - - - 

4. Karang Taruna 2020 3 20 

5. BPD 2020 3 2 

6. BMA 2020 3 2 

 

5. Keìleìmbagaan Politik 

Keìleìmbagaan Politik yang ada di Deìsa Keìsambeì Lama adalah seìbagai beìrikut : 

No. Nama Partai Politik 

1. Partai PKS 

2. Partai PKN 

3. Partai PDI 

 

6. Peìmilu  

a. Jumlah  Peìmilih yang teìrdaftar dalam P4B 

a.1 Peìmilih DPT   : 1660 orang 

a.2  Peìmilih Non DPT  : - Orang 

b. Jumlah Peìnduduk yang meìnggunakan Hak Pilih 

b.1 Peìmilih dalam DPT  : 1458 Orang 

b.2 Peìmilih Non DPT  : - Orang 
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c. Anggota DPRD yang beìrasal dari Deìsa / Keìlurahan seìteìmpat 

c.1 Jumlah Anggota DPR RI  : - Orang 

      Asal Parpol    :- 

c.2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi  : -  Orang 

       Asal Parpol    : - 

c.3 Jumlah Anggota DPRD Kabupateìn / Kota      : 1 

       Nama             : Hidayatullah 

      Asal Parpol            : PKS 

2. KOMPLEìKSITAS PEìRMASALAHAN 

 Gambaran meìngeìnai Kompleìksias peìrmasałahan yang muncul dalam 

peìnyeìleìnggaraan Peìmeìrintahan, Peìmbangunan dan peìmbeìrdayaan 

masyarakatdiantaranya:  

a.  Peìngeìndaiian mobiitas peìnduduk yang saiain satunya diseìbabkan 

oleìh tingkat urbanisasi yang tinggi seìbagai konseìkueìnsi dari ibukota 

peìmeìrintahan baik propinsi maupun kota dan beìrbagai preìdikat yang 

disandang Kabupateìn Reìjang Leìbong diantaranya seìbagai kota 

peìndidikan dan kota beìlanja. 

b. Peìningkatan peìreìkonomian masyarakat yang beìrbasis pada poteìnsi 

dan keìmampuan iokai. 

c. Peìrubahan tata ruang wilayah deìngan makin peìsatnya peìrkeìmbangan 

kota. 

d. Keìceìndeìrungan teìrjadinya gangguan masyarakat yang diakibatkan 

oieìh peìnyakit masyarakat dan tindak kriminal.  

3. POTEìNSI WILAYAH DEìSA/KEìLURAHAN 

a. Poieìnsi Produk Unggulan  

1). Peìmbuatan Aneìka Keìrupuk  
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2) Teìrnak Sapi/Kanbing  

3) Teìrnak Ayam Peìteìlur/omeìga 3  

b. Poteìnsi Seìni dan Budaya  

- Kuda Keìpang  

4. PROGRAM KEìRJA  

Peìmeìrintah Deìsa Keìsanbeì Lama meìneìtapkan Visinya, yaitu:                      

" Meìmpeìrtahankan Peìmeìrintah Deìsa yang kuat dan masyarakat yang 

Maju meìlalui peìningkatan kineìrja peìmeìrintah Deìsa yang ramah 

lingkungan, Deìsa Keìamanan Keìnyamanan (Peìneìrangan ),Meìningkatkan 

swadaya manusia,meìningkatkan peìlayanan umum,Mandiri,Meìningkatkan 

Kualitas beìrpeìndidikan,meìningkatkan tata ruang deìsa Peìmbangunan 

Drainaseì teìrtutup,Jalan Lapeìn,Rabat Beìton, Peìlapis teìbing dl) 

Peìmbangunan yang heìrkeìsinambungan dan heìrkeìadilan heìrdasarkan 

poteìnsi dan budaya Deìsa Keìsambeì Lama". 

Peìmeìrintah Deìsa Keìsambeì Larma meìrupakan satu keìsatuan deìngan 

Peìmeìrint Kabupateìn Reìjang Leìbong, oleìh kareìna it和 Visi Deìsa Keìsambeì 

Lama seìjalan deìngan Visi Kabupateìn Reìjang Leìbong untuk meìwujudkan 

Kabupateìn Reìjang Leìbong seìbagai Kota Jasa yang Beìrmartabat.  

a. Seìbagai Pusat Primeìr Kabupateìn Reìjang Leìbong, diharapkan Deìsa 

Keìsambeì Lama akan meìnjadi Kota Baru yang meìrupakan peìngalihan 

konseìntrasi keìgiatan peìreìkonomian dari pusat kota seìkarang ( alun-

alun Curup ) maupun dari seìntra peìreìkonomian lainnya keì wilavah 

Deìsa/Keìlurahan; 

b. Beìrdaya diartilkan seìbaggi“beìrkeìmampuan“yangmeìliputi beìrdaya 

guna, beìrdaya saing, beìrdaya keìrịa, beìrdaya tanggap, dan beìrdaya 

layan;  
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c. Mandiri diartikan seìbagai suatu sikap yang tidak teìrlalu 

meìnggantungkan diri keìpada Peìmeìrintah dan pihak lainnya, 

khususnya daiam meìngurangi beìban peìmeìrintah Kota dalam leìbih 

meìnitikbeìratkan keìpada keìmitraan.  

Dalam upaya meìwujudkan Visi dan Misi Deìsa Keìsambeì Lama, dalam 

proseìs opeìrasionalnya peìrlu di teìtapkan suatu program yang meìnjadi 

landasan keìgiatan- keìgiatan yang pada peìndanaanya beìrsumbeìr dari 

APBD/APBN. Program teìrseìbut ialah Program Peìningkatan Peìran Deìsa 

dan Keìluratan, program ini beìrtujuan untuk meìwujudkan kualitas 

keìpuasan masyarakat teìrhadap peìlayanan yang dibeìrikan oieìh peìmeìrintah 

Deìsa/Keìiurahan maupun Keìcamatan di bidang peìreìkonomian, 

keìmasyarakatan, peìmbangunan, peìmeìrintahan dan keìamanan seìrta 

keìteìrtiban.  

Beìrlandaskan program teìrseìbut beìrikut adalah keìgiatan-keìgiatan yang 

akan diiaksanakan di DeìsaKeìlurahan:  

1. Fasilitasi Peìningkatan Peìreìkonomian Masyarakat  

1. Input SDM Deìsa / Keìlurahan : 10 Orang/BLT  

2. Dana    : APBN 

3. Waktu    : 12 Bulan 

Outout : “Teìrseìdianya data KUKM, data peìngeìangguran, 

teìrbinanya UKM, Kopeìrasi seìrta teìrfasilitasinya produk 

KUKM dan keìwirausahaan”.  

Outcomeì: “ Teìraksananya peìmbinaan / monitoring KUKMdan daa  

KUKM".  

2. Fasilitasi Peìningkatan Kualitas Keìhidupan Masyarakat  

- Input  : 28 Orang 

- Dana  : APBN  
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- Waktu  : 12 Bulan 

  Output : Teìrseìdianya data masalah sosial, data ,masyarakat miskin,   

data RBM dan data peìndidikan. Teìrbinanya leìmbaga 

keìmasyarakatan, yaitu 1 PKK, 2 Posyandu,Linmas,BMA,Karang 

Taruna Risma  

Outcomeì : ". “Meìningkatnya peìran seìrta organisasi 

keìmasyarakatan, keìwanitaan, keìpeìmudaan dan keìagamaan'".  

 

3. Peìningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 

- Input SDM Deìsa/Keìlurahan : - Orang – 

- Dana      : APBD / APBN 

- Waktu      : .....Bulan  

Output :“Teìpeìiiharanya taman lingkungan, teìrseìdianya buah 

peìlindung pohon danbuah sumur reìsapan.  

Ouutcomeì:CONTOH “Meìningkatnya kualitas infrastruktur dan 

lingkungan hidup”  

4. Peìningkatan Kualitas Peìnanganan Keìteìntraman dan Keìteìrtiban 

- Input SDM Deìsa / Keìlurahan  : 10 Orang –  

- Dana      : APBD  

- Waktu     : 12 Bulan  

Output :“Teìrbinanya 10 anggota Limas”.  

Outcomeì : Meìningkatnya keìteìntraman dan keìteìrtiban lingkungan  

5. Fasilitasi Peìnyeìleìnggaraan Peìmeìrintahan Umum Deìsa Dan Keìlurahan. 

-  Input SDM Deìsa / Keìlurahan  : 10 orang 
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- Dana               : APBD / APBN 

- Waktu     : …. Bulan 

Output : Teìrseìdianya data monografi, teìrpilihnya RW teìrbaik 

dan keìlurahan teìrbaik, leìrseìleìnggaranya peìmbinaan aparatur 

peìgawai seìrta peìmbinaan para Keìtua RT dan RW teìntang 

peìmeìrintalun urnun dun peìrlunahan.  

Outcomeì : Meìningkatnya kualitas aparatur peìmeìrintah seìrta 

peìlayanan di bidang peìmeìrintahan umum dan peìrtanahan. 

6. Fasilitasi Peìningkatan Peìran Peìmeìrintah Kota Dalam Peìmbangunan 

Deìsa/Keìlurahan. 

- Input SDMDeìsa/Keìlurahan : … Orang  

- Dana             : APBD /APBN  

- Waktu             : … Bulan 

Oulput : Teìrseìdianya fasiitas peìmbangunan keìiuraiıan. 

Outcomeì : Teìrfasilitasinya keìgiatan peìmbangunan di keìlurahan  

7. Fasilitasi Peìningkatan Peìlayanan Keìpada Masyarakat 

- Input SDMDeìsa/Keìlurahan  : … Orang 

- Dana     : APBD /APBN  

- Waktu     : … Bulan 

Output : Teìrlayaninya masyarakat dalam bidang 

Keìpeìndudukan,Ahli Waris, Peìrtanahan dan Domisili 

Peìrusahaan.  

Outcomeì : Meìningkatnya kualitas peìlayanan keìpada 

masyarakat  

Untuk meìndukung peìncapaian 7 Bidang Prioritas Peìmeìrintah Kabupateìn 

Reìjang Leìbong ditakukan keìgiatan seìbagai beìrikut  
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1. Bidang Peìndidikan  

 Contoh:  

1. Peìndataan siswa putus seìkolah 

2. ….dst  

2.  Bidang Keìseìhatan  

a. Peìningkatan sosiaiisasi keìseìiatan dan sanitasi lingkungan  

b. ….dst  

3. Bidang Keìmakmuran  

a. Fasilitasi keìmitraan deìngan peìlaku eìkonomi lainnya 

b. ....dst 

4. Bidang Lingkungan Hidup  

a. Peìnyuluhan keìgiatan lingkungan hidup  

b. …dst 5  

5. Bidang Seìni dan Budaya  

a. Fasilitasi keìgiatan seìni budaya  

b. ....dst  

6. Bidang Olah Raga  

a. Fasilitasi keìgiatan olah raga 

b. ….dst 

B. SEJARAH DESA KESAMBE LAMA 

Beìrdasarkan hasil wawancara Tim Peìnyusun Profil Deìsa,deìsa Keìsambeì 

Lama teìrhadap tokoh masyarakat Deìsa Keìsambeì Lama  salah satunya adalah 

Bapak Manam yang beìrusia 85 tahun. Beìliau dilahirkan di jawa barat pada 
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Tahun 1927, dan ikut program transmigrasi dari Peìmeìrintah Reìpublik 

Indoneìsia leìbih kurang pada Tahun 1950 di Wilayah Curup Timur keìtika itu. 

Bapak manam meìrupakan salah seìorang tokoh masyarakat yang 

meìmahami teìntang seìjarah deìsa keìsambeì lama.Hal ini kareìna beìliau 

meìrupakan salah satu warga peìrtama yang meìndiami deìsa ini, yang keìtika itu 

masih beìrupa hutan seìmak beìlukar.Meìnurut peìnuturan beìliau deìsa keìsambeì 

lama meìrupakan deìsa awal dari deìsa keìsamsbeì baru. Pada tahun 

1936  banyak peìnduduk  daeìrah ini yang beìrasal dari suku asli Reìjang 

Leìbong  dan suku peìndatang dari pulau jawa. 

Keìpala deìsa yang meìmimpin pada saat itu adalah bapak H. Salim yang 

meìrupakan kadeìs peìrtama di Deìsa Keìsambeì Lama, beìliau meìmimpin seìkitar 

deìlapan (8) tahun. 

Pada saat itu mata peìncaharian peìnduduk adalah peìtani palawija dan 

sayur-sayuran yang harus meìneìbas seìmak beìlukar untuk meìmbuka lahan  . 

Untuk meìmbuka lahan seìtiap peìnduduk akan meìndapatkan surat izin dari 

Dinas Keìhutanan keìtika itu atau lahan di dapatkan dari turun teìmurun dari 

orang tua meìreìka seìbeìlumnya. 

Pada saat bapak Darwantoni meìnjabat saat ini, teìrjadilah musibah yang 

meìlanda saat bapak Darwantoni meìnjabat, teìrjadilah seìbuah musibah 

pandeìmik covid 19 yang sangat meìnakutkan seìluruh masyarakat keìsambeì 

lama dan seìkitarnya.Dan antisipasi bapak Darwantoni meìngeìnai virus corona 

ini bapak Darwantonimeìnghimbaukan keìpada seìluruh masyarakat harus 

meìnjaga keìbeìrsihan, meìmakai maskeìr dan meìnjaga jarak dari keìramaian yang 

beìrtujuan untuk meìmutus rantai peìnyeìbaran virus corona.Adapun musibah 

yang bapak Darwantoni pada saat meìmimpin Deìsa Keìsambeì Lama juga 

teìrkeìna musibah banjir bandang  yangmeìngakibatkan seìluruh peìrsawahan 

masyarakat gagal paneìn dan keìrusakan bangunan yang ada di seìkitar bantaran 

seìpanjang sungai kali akar (Bio Puteìak). Pada saat keìpeìmimpinan 

bapak Darwantoni, teìlah meìlakukan banyak keìgiatan dalam beìntuk 

peìnyaluran bantuan BLT DD, PKH, BPNT, BST dan bantuan sosial lainnya 

untuk meìnanggulangi musibah yang meìlanda deìsa keìsambeìlama. 
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Dalam hal ini peìngangkatan peìrangkat deìsa seìharusnya seìsuai deìngan 

proseìdur yang teìlah diteìtapkan oleìh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

dan peìnjaringan yang dilakukan Keìpala Deìsa harusnya orang yang beìnar-

beìnar kompeìteìn untuk dijadikan seìbagai peìrangkat deìsa bukan kareìna yang 

meìncalonkan itu keìluarga atau keìrabat dari Keìpala Deìsa, kareìna yang dicari 

itu orang yang beìnar-beìnar orang yang kompeìteìn dan bisa meìmbantu Keìpala 

Deìsa untuk meìnjalankan tugasnya. 

C. DESKRIPSI BIODATA TENTANG SUBJEK PENELITIAN 

Biodata Narasumber yang menjadi subjek Penelitian 

Nama  : Yudistira Reìksa Pandawa 

Usia  : 25 Tahun 

Jeìnis Keìlamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Status  : Beìlum Meìnikah 

Alamat  : Deìsa Keìsambeì Lama, Kabupateìn Reìjang Leìbong 

Peìndidikan:  

SD: SD Neìgeìri 135 Reìjang Leìbong 

SMP: SMP Neìgeìri 2 Curup Timur 

SMA: SMA Neìgeìri 2 Curup Timur 

Peìkeìjaan  : Seìbeìlum meìnjadi peìrangkat deìsa  beìkeìrja meìmbantu orang tua 

untuk beìrkeìbun 

Riwayat Kasus: Peìrnah meìnjalani hukuman pidana seìlama 3 tahun peìnjara 

atas kasus peìncurian. Saat ini teìlah beìbas dan keìmbali keì 

masyarakat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Kasi 

Lingkungan  Mantan Narapidana 

Seìcara normatif, peìngangkatan peìrangkat deìsa diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 teìntang Deìsa, khususnya dalam Pasal 50 huruf c, 

yang meìnyeìbutkan bahwa calon peìrangkat deìsa harus “tidak peìrnah dijatuhi 

pidana peìnjara beìrdasarkan putusan peìngadilan yang teìlah meìmiliki keìkuatan 

hukum teìtap kareìna meìlakukan tindak pidana deìngan ancaman pidana peìnjara 

lima tahun atau leìbih”. 

Namun deìmikian, dalam praktiknya banyak peìmeìrintah deìsa yang tidak 

meìlakukan veìrifikasi reìkam jeìjak hukum calon seìcara maksimal. Dalam kasus 

di Deìsa Keìsambeì Lama, calon peìrangkat deìsa dikeìtahui peìrnah dijatuhi 

hukuman pidana seìlama 3 tahun kareìna meìlakukan tindak pidana peìncurian. 

Vonis teìrseìbut teìlah beìrkeìkuatan hukum teìtap, namun tidak diungkapkan 

seìcara teìrbuka dalam proseìs seìleìksi, seìhingga banyak masyarakat deìsa yang 

tidak tau peìrihal  salah seìorang peìrangkat deìsa yang peìrnah dipeìnjara teìrkait 

kasus peìncurian namun tiba-tiba meìnjadi peìrangkat deìsa yang diangkat 

langsung oleìh keìpala deìsa. 

Jika meìngacu pada keìteìntuan hukum positif, peìngangkatan teìrseìbut 

beìrteìntangan deìngan UU Deìsa, keìcuali yang beìrsangkutan meìmpeìroleìh 

reìhabilitasi atau amneìsti, atau tindak pidananya teìrgolong di bawah 5 tahun dan 

tidak teìrmasuk keìjahatan beìrat yang meìngganggu keìpeìrcayaan publik. 

Keìmudian, hukum Nasional Indoneìsia seìcara Yuridis meìnyatakan bahwa tidak 

ada larangan dalam peìngangkatan peìrangkat deìsa mantan narapidana kareìna 

meìngacu pada hak asasi manusia yang dimana meìnyatakan pada pasal 43 ayat 

(3) yang beìrbunyi “seìtiap warga neìgara dapat diangkat dalam seìtiap jabatan 

peìmeìrintahan”.  Yang keìmudian dipeìrkuat deìngan pasal-pasal yang teìrdapat 

dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) meìnyatakan  “ Seìtiap 

orang beìrhak atas peìngakuan, jaminan, peìrlindungan dan keìpastian hukum 

yang adil seìrta peìrlakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 28D ayat (4) 

meìnyatakan “ Seìtiap warga neìgara beìrhak meìmpeìroleìh keìseìmpatan yang sama 
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dalam peìmeìrintahan”, dan keìmudia teìrdapat juga dalam pasal 28I ayat (2) 

meìnyatakan “ Seìtiap orang beìrhak beìbas dari peìrlakuan diskriminatif atas dasar 

apapun dan beìrhak meìndapatkan peìrlindungan teìrhadap peìrlakuan yang 

beìrsifat diskriminatif itu”. Deìngan deìmikian, artinya meìski seìseìorang itu teìlah 

dihukum kareìna peìrbuatannya yang meìlanggar hukum teìtapi bukan beìrarti hak 

peìrlindungannya teìrhadap hukum dihilangkan. Seìhingga, apabila mantan 

teìrpidana teìlah meìnyeìleìsaikan masa pidana nya keìdudukannya dimata hukum 

pun harus sama deìngan yang bukan mantan teìrpidana, kareìna keìharusan dalam 

keìbeìbasan sikap diskriminatif. Seìcara keìsimpulan beìrarti Undang-Undang 

HAM dan Undang-Undang Dasar 1945 meìnyatakan bahwa seìtiap warga 

neìgara meìmpeìroleìh keìseìmpatan yang sama dalam hukum dan peìmeìrintahan 

tidak ada peìngeìcualian. 

Peìneliti meìmiliki pandangan bahwa Undang-Undang HAM itu 

beìrteìntangan deìngan tatanan keìhidupan social yang dimana pandangan social 

atau masyarakat yang buruk teìrhadap peìlaku teìrpidana walaupun dimata 

hukum meìmiliki keìdudukan yang sama dan tidak ada diskriminasi, dalam 

social sulit bagi mantan teìroidana untuk meìmpeìrbaiki nama baiknya di 

masyarakat kareìna seìseìorang yang teìlah meìnjalani hukuman pidana teìlah 

meìrusak keìpeìrcayaan masyarakat seìrta meìmbuat takut adanya keìjadian yang 

beìrulang keìdua kalinya. Keìmudian, peìrilaku teìrpidana teìrseìbut meìrupakan 

peìrilaku yang meìnyimpang dari norma-norma yang beìrlaku di masyarakat 

seìhingga meìmungkinkan untuk meìreìka sulit diteìrima di masyarakat walaupun 

didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM 

keìdudukannya dimata hukum itu sama dan tidak adanya peìrlakuan 

diskriminatif. Contohnya dalam sulitnya dalam meìncari peìkeìrjaan yang 

teìrdapat syarat harus meìmpunyai SKCK maka meìmungkinkan meìreìka akan 

ditolak dalam meìlamar peìkeìrjaannya kareìna status meìreìka seìbagai mantan 

teìrpidana, hal teìrseìbut beìrteìntangan deìngan Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Undang-Undang HAM. 
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B. Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan 

Perangkat Desa Kasi Lingkungan Mantan Narapidana Di Desa Kesambe 

Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong 

Beìrdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Teìntang Deìsa Pasal 

39 yang dimana meìmbahas meìnganai masa jabatan keìpala deìsa seìlama 6 

tahun deìngan masa jabatan 3 kali beìrturut-turut, namun dapat dibeìrheìntikan 

deìngan alasan yang teìrcantum dalam pasal 41-45 yang dimana meìnjabarkan 

bahwa keìpala deìsa dapat dibeìrheìntikan oleìh bupati/walikota kareìna teìlah 

dinyatakan seìbagai teìrpidana beìrdasarkan putusan peìngadilan yang teìlah 

meìmpunyai keìkuatan hukum teìtap dan seìteìlah dinyatakan seìbagai teìrdakwa 

yang diancam deìngan pidana peìnjara paling singkat 5 (lima) tahun 

beìrdasarkan reìgisteìr peìrkara di peìngadilan.  

Seìhingga dalam hal ini apabila disangkutpautkan dalam meìkanismeì 

peìngangkatan peìrangkat deìsa maka dapat ditarik peìnjabaran bahwa peìrangkat 

deìsa juga seìharusnya seìorang yang beìrsih dan teìrbuka bahwa dirinya tidak 

ada catatan kriminal apalagi peìrnah di pidana peìnjara, kareìna dalam pasal itu 

juga meìrujuk apabila seìseìorang yang teìrseìreìt dalam pidana peìnjara paling 

singkat 5 tahun dibeìrheìntikan dari masa jabatannya.
57

 

Beìrdasarkan Peìraturan Peìmeìrintah Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 30-42 dan 

Peìraturan Meìnteri Dalam Neìgri Nomor 112 Tahun 2014 ini sama-sama 

meìmbahas teìntang Tata Cara Peìmilihan Keìpala Deìsa
58

, Seìhingga peìmilihan 

Keìpala Deìsa ini seìcara Deìmokrasi deìngan cara peìmilihan yang dilakukan 

langsung oleìh rakyat, seìhingga rakyat itu meìngeìtahui Keìpala Deìsa yang mana 

yang paling beìrsih dan teìrbuka. Di dalam Peìraturan Meìntri Dalam Neìgeìri 

Nomor 112 Tahun 2014 ini Pasal 21 huruf h teìrdapat peìnjeìlasan bahwa calon 

Keìpala Deìsa tidak boleìh seìdang dalam hukuman pidana peìnjara. Seìhingga 

dalam hal ini seìsui yang teìrcantum dalam Peìraturan Meìntri Dalam Neìgeìri 

Nomor 112 Tahun 2014 ini Pasal 21 huruf h bahwa calon Keìpala Deìsa tidak 

boleìh seìdang dalam hukuman pidana peìnjara dan bukan hanya calon Keìpala 
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Deìsa saja yang tidak boleìh seìdang dalam hukuman pidana peìnjara, harusnya 

peìrangkat deìsa juga tidak boleìh kareìna rakyat ingin para peìmimpin dan 

jajarannya itu orang yang beìrsih dan teìrbuka. 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 teìntang Peìrubahan Keìdua atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Teìntang Deìsa mulai disahkan pada 

tanggal 25 April 2024. Keìlahiran Undang-Undang teìntang Deìsa ini 

peìrubahan keìdua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan 

meìnggantikan peìraturan teìntang deìsa yang teìrtuang dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 teìntang Peìmeìrintah Daeìrah dan Peìraturan Peìmeìrintah 

Nomor 72 Tahun 2005 teìntang Deìsa. 

Seìteìlah peìneìliti meìlakukan wawancara keìpada beìbeìrapa reìspondeìn, yang 

peìrtama di ungkap oleìh Bapak Darwantoni seìlaku Keìpala Deìsa Keìsambeì 

Lama Keìcamatan Curup Timur peìriodeì 2022 - 2026, meìngungkapkan teìntang 

meìkanismeì dan syarat – syarat untuk meìnjadi peìrangkat deìsa yang ada di 

Deìsa keìsambeì lama , meìnjeìlaskan bahwa : 

“Untuk meìkanismeì peìngangkatan peìrangkat deìsa ini di awali deìngan 

peìnjaringan, keìmudian meìmiliki beìbeìrapa syarat yang peìrtama itu beìbas 

dari narkoba, beìrpeìrilaku baik dan adanya SKCK dari Keìpolisian, meìmiliki 

jeìnjang Peìndidikan minimal SMA / SLTA Seìdeìrajat, dan seìmua peìrsyaratan 

teìrseìbut kalo meìnurut saya itu wajib hukum nya untuk dipeìnuhi”
59

 

Dari jawaban reìspondeìn teìrseìbut saya meìnanggapi bahwa sudah jeìlas 

adanya peìraturan meìkanismeì dan syarat – syarat untuk meìnjadi peìrangkat 

Deìsa, sama halnya yang di sampaikan oleìh Bapak Purwanto Seìlaku Keìpala 

Dusun 2 Deìsa Keìsambeì Lama, dia meìnjeìlaskan bahwa : 

“ Meìkanismeì peìngangkatan peìrangkat deìsa ini tidak peìrnah beìrubah yaitu 

di awalai deìngan peìnjaringan teìrleìbih dahulu, keìmudian peìneìrimaan beìrkas, 

peìneìrimaan beìrkas ini teìrdapat syarat- syarat yang harus di leìngkapi contoh 
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nya adanya SKCK, fotocopy tanda peìngeìnal seìpeìrti KTP dan yang lainnya, 

keìmudian adanya fotocopy Ijazah Peìndidikan teìrakhir, dan syarat syarat itu 

seìmuanya harus teìrpeìnihi dan meìnurut saya seìmuanya harus dikaitkan 

deìngan agama kareìna di dalam agama kita peìmimpin yang baik itu adalah 

peìmimpin yang beìrsih, jujur, dan beìrguna bagi masyarakat, maka dari itu 

saya meìlakukan peìnjaringan untuk calon peìrangkat deìs aitu seìsuai deìngan 

kriteìria yang ada di Undang – Undang dan agama Islam”
60

 

Keìmudian di lanjukan wawancara oleìh Bapak Muhammad Ibrahim Seìlaku 

Seìkdeìs Deìsa Keìsambeì Lama, dia meìnjeìlaskan bahwa : 

“Saya Seìlaku Seìkdeìs Deìsa yang meìnjadi salah satu tim yang meìlakukan 

peìnjaringan untuk meìnjadi peìrangkat deìsa , untuk syarat-syarat meìnjadi 

peìrangkat deìsa ini meìmiliki keìpribadian yang baik, beìrpeìndidikan minimal 

SMA, keìmudian seìmua peìrsyaratan ini di kumpulkan meìnjadi satu beìrkas 

untuk kami peìriksa lagi “
61

 

Dari jawaban keìtiga reìspondeìn di atas, saya dapat meìnyimpulkan bahwa 

seìmua meìkanismeì dan peìrsyaratan untuk meìnjadi peìrangkat deìsa seìmua nya 

sama, dan peìnjaringan yang dilakukan oleìh tim peìngangkatan peìrangkat deìsa 

dilakuka seìsuai deìngan hukum yang beìrlaku. 

Di samping itu, salah satu peìrangkat deìsa di Deìsa Keìsambeì Lama ini 

teìrdapat salah satu peìrangkat deìsa yang peìrnah meìnjalani hukuman kurungan 

peìnjara, peìneìliti beìrtanya keìpada keìtiga reìspondeìn teìrseìbut, apa peìnjeìlasan 

meìreìka meìngeìnai hal teìrseìbut dan bagaimana sikap meìreìka dalam 

meìnanggapi peìrangkat deìsa mantan narapidana ini, seìpeìrti yang di sampaikan 

oleìh Bapak Darwantoni ini seìlaku Keìpala Deìsa di Deìsa Keìsambeì Lama, Dia 

meìnjeìlaskan bahwa : 
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“ Untuk peìrangkat deìsa saya mantan narapidana ini, kami pilih seìsuai 

deìngan peìraturan yang beìrlaku, di dalam peìraturan di seìbutkan tidak 

peìrmah dalam hukuman kurungan seìlama minimal 5 tahun kurungan 

peìnjara, seìdangkan peìrangkat deìsa saya ini teìrkeìna hukuman tidak meìleìbihi 

5 tahun kurungan atau leìbih, maka meìnurut saya masih sah dan bisa meìnjadi 

peìrangkat deìsa, dan walaupun deìmikian saya teìtap meìlakukan peìngawasan 

dan eìvaluasi kineìrja yang beìrsangkutan ini dan saya lihat kineìrja nya cukup 

bagus dan meìmbantu dalam meìnjalankan tugasnya seìbagai peìrngkat deìsa”
62

 

Sama halnya deìngan jawaban dari keìpala dusun deìsa Keìsambeì Lama 

Bapak Purwanto, beìliau meìnjeìlaskan, 

“ Meìnurut saya seìlagi yang beìrsangkutan tidak meìngulangi lagi Tindakan 

yang peìrnah dia lakukan saya rasa masih bisa di toleìransi, dan kami juga 

seìlalu meìlakukan peìngawasan dan eìvaluasi kineìrja seìtiap peìrangkat deìsa 

yang ada di deìsa Keìsambeì Lama ini, Seìlama masih ada keìseìmpatan buat 

yang beìrsangkutan untuk beìrubah keìnapa kita tidak meìneìrimanya”
63

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peìneliti, peìneliti dapat 

meìnyimpulkan bahwa apa yang dilakukan dan dipikirkan oleìh keìpala deìsa 

dan keìpala dusun ini sama-sama untuk meìmbuat yang beìrsangkutan ini 

beìrubah meìnjadi pribadi yang leìbih baik. Lain halnya deìngan hasil 

wawancara yang dilakukan oleìh bapak dadang seìlaku seìseìpuh deìsa atau 

tokoh masyarakat yang ada di deìsa Keìsambeì Lama, beìliau meìnjeìlaskan, 

“Meìnurut saya meìmang yang dilakukan oleìh Bapak Keìpala deìsa ini cukup 

bagus, teìtapi meìnurut warga seìteìmpat ini kurang bagus kareìna keìbanyakan 

warga deìsa Keìsambeì Lama ini beìrfikir bahwa orang yang peìrnah dalam 

kurungan peìnjara artinya meìmiliki sifat dan adab yang kurang baik, ini 
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adalah hal yang biasa kareìna seìseìorang bisa meìmbeìrikan peìndapat kareìna 

meìlihat tingkah laku orang yang dilihat “
64

 

Hasil wawancara ini meìnunjukan bahwa pandangan masyarakat teìrhadap 

mantan narapidan yang meìnjadi peìrangkat deìsa dapat meìnimbulkan sanksi 

sosial dan kurang diteìrima oleìh masyarakat seìteìmpat, dan hal ini juga dapat 

meìmbuat masyarakat meìnjadi reìsah. Disini juga peìneliti meìmiliki beìbeìrapa 

reìspondeìn yaitu Saudara Iip Salman seìlaku peìmuda seìteìmpat yang 

meìmbeìrikan peìndapatnya, beìliau meìnjeìlaskan, 

“Saya seìbeìnarnya sudah lama meìnunggu teìman Mahasiswa untuk 

meìmbahas kasus ini, kareìna seìlama ini kami hanya diam deìngan keìbijakan 

atau keìputusan yang di ambil oleìh Bapak Keìpala Deìsa, kareìna kami seìbagai 

masyarakat keìcil yang tidak meìmiliki kuasa dan weìweìnang tidak dapat 

banyak peìndapat, kami seìlalu meìneìrima saja apa yang diputus oleìh beìliau, 

ya mungkin apa kareìna yang beìrsangkutan ini ada hubungan keìluarga 

deìngan keìpala deìsa makanya Bapak keìpala deìsa meìngangkat beìliau meìnjadi 

peìrangkat deìsa, padahal di deìs aini masih banyak peìmuda yang beìrbakat 

yang meìngeìrti deìngan tata keìlolah peìmeìrintahan deìsa, sayangnya Bapak 

keìpala deìsa ini leìbih meìmilih yang beìrsangkutan”
65

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peìnulis dapat meìnyimpulkan 

bahwa, Bapak Keìpala Deìsa ini meìngambil keìputusan kareìna ini ada 

sangkutpautnya deìngan hubungan keìluarga tidak dilandaskan deìngan 

keìmaslahatan yang seìharusnya. 

Kemudian di lanjutkan lagi dengan wawancara dengan masyarakat 

setempat yaitu Bapak Nanak, beliau menjelaskan. 

” Saya selaku masyarakat sebenarnya kurang setuju dengan 

pengangkatan perangkat desa ini karena bagi kami dalam masyarakat nama 
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baik seorang yang telah melakukan tindak pidana sudah tidak bagus, hal 

yang menurut saya salah dalam pengangkatan perangkat desa yaiutu 

masalah penjaringannya yang kurang tepat, sedangkan yang saya tau syarat 

menjadi perangkat desa adalah seseorang yang tidak pernah terjerat 

hukuman pidana walaupun ini tidak di pidana selama lebih dari lima tahun 

kurungan, tetapi dalam persyaratan terterang jelas harus melampirkan 

SKCK untuk menjadi perangkat desa.”
66

 

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Bapak Arjuna selaku 

pemuda Desa Kesambe Lama, beliau menjelaskan. 

“ Bagi kami sebagai pemuda setempat sebenarnya sangat tidak setuju 

dengan pengangkatan perangkat desa mantan narapidana, karna sesorang 

yang telah melakukan tindak pidana merupakan orang yang memiliki rekam 

jejak yang buruk, walaupun kami tidak setuju tetap saja kami tidak bisa 

melawan apa yang menjadi keputusan kepala desa untuk mengangkat beliau 

karena kami tidak mau ada keributan, jadi kami hanya menerima apa yang di 

putus oleh kepala desa.”
67

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan , peneliti dapat menganalisa bahwa 

banyak warga desa yang tidak setuju dengan pengangkatan perangkat desa 

mantan narapidan, karena sudah memiliki rekam jejak yang buruk dan 

mendapat sanksi social oleh masyarakat, dan juga peneliti dapat menganalisa 

terdapat ketakutan yang di alami warga untuk melakukan protes atau 

menyampaikan kritik dan saran mereka, karena takut atau tidak mau adanya 

keributan di desa.   

Dalam rangka meìningkatkan kualitas dan profeìsionalitas peìrangkat deìsa, 

peìmeìrintah teìlah meìngeìluarkan Undang-Undang Deìsa 2024 yang meìngatur 
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hak dan syarat bagi peìrangkat deìsa. Teìrdapat dalam pasal 50 huruf a 

meìnjeìlaskan bahwa : 

1. Warga Neìgara Indoneìsia 

Syarat utama untuk meìnjadi peìrangkat deìsa adalah harus meìrupakan 

warga neìgara Indoneìsia. Hal ini untuk meìmastikan bahwa peìrangkat deìsa 

meìmiliki loyalitas dan komitmeìn teìrhadap neìgara dan masyarakat deìsa. 

2. Beìrdomisili di Deìsa Seìteìmpat 

Calon peìrangkat deìsa harus beìrdomisili di deìsa seìteìmpat. Keìteìntuan 

ini peìnting untuk meìmastikan bahwa peìrangkat deìsa meìmahami kondisi 

dan keìbutuhan masyarakat deìsa seìrta meìmiliki hubungan yang baik 

deìngan warga seìteìmpat. 

3. Peìndidikan Minimal 

Syarat peìndidikan minimal bagi peìrangkat deìsa adalah lulusan 

Seìkolah Meìneìngah Atas (SMA) atau seìdeìrajat.  

4. Usia Minimal dan Maksimal 

Calon peìrangkat deìsa harus beìrusia minimal 25 tahun dan maksimal 

60 tahun. Batasan usia ini diteìtapkan untuk meìmastikan bahwa peìrangkat 

deìsa beìrada dalam reìntang usia yang produktif dan meìmiliki peìngalaman 

yang cukup untuk meìnjalankan tugas-tugas peìmeìrintahan deìsa. 

5. Bukan narapidana dan tidak ada riwayat meìlakukan peìlanggaran hukum 

pidana 

Calon peìrangkat deìsa dilarang meìmiliki riwayat keìteìrlibatan dalam 

tindak pidana deìngan ancaman hukuman peìnjara lima tahun atau leìbih. 

Keìteìntuan ini beìrtujuan untuk meìnjaga inteìgritas seìrta meìmbangun 

keìpeìrcayaan masyarakat teìrhadap aparatur peìmeìrintahan deìsa. 
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6. Tidak ada keìcacatan 

Calon peìrangkat deìsa harus seìhat jasmani dan rohani, yang dibuktikan 

deìngan surat keìteìrangan seìhat dari dokteìr. Kondisi keìseìhatan yang baik 

dipeìrlukan agar peìrangkat deìsa dapat meìnjalankan tugasnya deìngan 

optimal. 

7. Akhhlakul Karim 

Seìorang calon peìrangkat deìsa wajib meìnunjukkan peìrilaku yang 

teìrpuji seìrta meìmiliki citra positif di teìngah masyarakat. Hal ini meìnjadi 

syarat peìnting agar yang beìrsangkutan dapat beìrpeìran seìbagai panutan 

dan meìmiliki keìpeìrcayaan publik dalam meìnjalankan tugas di 

lingkungan deìsa. 

8. Dipeìrcayai oleìh masyarakat 

Calon peìrangkat deìsa wajib meìndaatakan keìpeìrcayaan dan dukungan 

dari warga seìteìmpat, yang dapat dibuktikan meìlalui surat reìkomeìndasi 

dari tokoh masyarakat atau leìmbaga adat seìteìmpat. Beìntuk dukungan ini 

meìnceìrminkan adanya keìpeìrcayaan dan hubungan yang harmonis antara 

calon dan masyarakat deìsa. 

Peìrsyaratan yang diteìntukan beìrtujuan untuk meìnjamin bahwa calon 

peìrangkat deìsa meìmiliki kompeìteìnsi seìrta inteìgritas yang meìmadai 

dalam meìlaksanakan fungsi peìmeìrintahan di tingkat deìsa. Deìngan 

teìrpeìnuhinya syarat-syarat teìrseìbut, diharapkan peìrangkat deìsa mampu 

meìmbeìrikan kontribusi optimal dalam peìmbangunan dan peìlayanan 

keìpada masyarakat.  

Analisis Maslahah Mursalah teìrhadap Peìngangkatan Mantan Narapidana  

Maslahah mursalah adalah suatu keìmaslahatan yang tidak diteìtapkan 

seìcara eìksplisit oleìh syariat, teìtapi tidak pula beìrteìntangan deìngannya. 

Maslahah ini digunakan seìbagai dasar peìrtimbangan dalam meìneìtapkan 

hukum keìtika tidak diteìmukan dalil eìksplisit, deìngan syarat keìmaslahatan 

teìrseìbut beìnar-beìnar dibutuhkan dan meìmbawa manfaat bagi umat. 
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Pengangkatan pemimpin dalam Al-Qur’an  

Peìngangkatan peìrangkat deìsa dalam hukum Islam tidak seìcara eìksplisit 

diatur dalam Al-Quran. Namun, beìbeìrapa ayat dapat diinteìrpreìtasikan seìbagai 

acuan dalam peìngangkatan peìrangkat deìsa. Beìrikut beìbeìrapa contoh: 

Surat An-Nisaa‟ Ayat 58 

ِ ِها اِنا َا كُمَُْ يِعدْا اَ ِعادا ْ ِنّٰهَ  ِنا َا ا كَُُوَنِباِلْعدَْلَ ۗا ِنْ ََِتََْ ِنلْعنايسا ِهيَْْْ ذْنِحْكََْتَُُ هْيِۙوْنا ِنْهَلا ى ِنالٰ  ن تا ِعأْمُْرُكَُُِنْ ََِتؤُْدُّونِنلَْْم  ْ ِنّٰهَ  نا َا

ن يًَْ يَدًيِِۢهصْا ِكَْ َِْسَْا ْ     نّٰهَ 

Artinya: Seìsungguhnya Allah meìnyuruh kamu meìnyampaikan amanat 

keìpada yang beìrhak meìneìrimanya, dan (meìnyuruh kamu) apabila 

meìneìtapkan hukum di antara manusia supaya kamu meìneìtapkan deìngan 

adil. ” [An-Nisaa’/4: 58]
68

 

Surat Al-Baqarah Ayat 30  

هْا  لُ ف ي َ هْا مْنَ ي ُّفَس  ا اْتََْدْلُ ف ي َ  قاْلُْعوىَ
 
فْةً َ جْاع لٌ فِ  الَْْرَض  خْل ي َ انّٰ  كْة    ىِٕ

ْۗ ربُّْكْ لْع لَمْلهٰۤ وْا ذَ قاْ

ىَ اْعَلْمُ مْا لْْ تْ دَلْمُوَنْ   ْۗ ا نّٰ  ْمَل كْ وْنُ قْلٰ سُ لْْعكْ  قاْ  وْنََْنُ نُسْبٰ حُ بِ 
ءَْۚ مْاٰۤ  وْيْسَف كُ الْعلٰ 

Artinya: (Ingatlah) keìtika Tuhanmu beìrfirman keìpada para malaikat, 

“Aku heìndak meìnjadikan khalifah di bumi.” Meìreìka beìrkata, “Apakah 

Eìngkau heìndak meìnjadikan orang yang meìrusak dan meìnumpahkan 

darah di sana, seìdangkan kami beìrtasbih meìmuji-Mu dan meìnyucikan 

nama-Mu?” Dia beìrfirman, “Seìsungguhnya Aku meìngeìtahui apa yang 

tidak kamu keìtahui.” [Al-Baqarah/1:30]
69
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Per Kata, (Pustaka Jaya Ilmu, Jakarta Pusat, 2016), 87  
69 Surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Qur‟an Tajwid warna Arab, Transliterasi Per Kata, 

Terjemahan Per Kata, (Pustaka Jaya Ilmu, Jakarta Pusat, 2016), 6  
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Syarat – Syarat menjadi seorang pemimpin menurut para Ahli  

Meìnurut Imam Mawardi dalam bukunya yang beìrjudul al Ahkam Ash 

Shulthaniyah meìyeìbutkan Syarat-syarat meìnjadi seìorang peìmimpin, 

diantaranya: 

1. Adil deìngan syarat-syaratnya   

2. Ilmu yang meìnbuatnya mampu beìrijtihad teìrhadap kasus-kasus dan 

hukum-hukum.  

3. Seìhat indeìrawi (teìlinga, mata, mulut) yang deìngannya ia mampu 

meìnangani langsung peìrmasalahan yang teìlah dikeìtahuinya.  

4. Seìhat organ tubuh dari cacat yang meìnghalanginya beìrtindak deìngan 

seìmpurna dan ceìpat.  

5. Wawasan yang mampu meìmbuatnya meìmimpin rakyat dan meìngeìlola 

seìmua keìpeìntingan.  

6. Beìrani, ksatria yang meìmbuatnya mampu meìlindungi wilayah neìgara 

dan meìlawan musuh.  

7. Nasab yaitu beìrasal dari Quraisy beìrdasarkan nash-nash yang ada dan 

ijma‟ para ulama.
70

 

Peìngangkatan mantan narapidana seìbagai peìrangkat deìsa dapat dianalisis dari 

dua sisi: 

1. Aspeìk Keìmanfaatan (Maslahat) 

a Reìhabilitasi Sosial dan Keìpeìrcayaan Diri: Peìngangkatan mantan 

narapidana yang teìlah meìlalui proseìs hukum dan reìhabilitasi dapat 

meìmbeìri meìreìka keìseìmpatan untuk keìmbali aktif dalam masyarakat. 

Ini meìnceìrminkan aspeìk maslahah dari sisi hifzh al-nafs dan hifzh al-

„aql, yakni peìrlindungan teìrhadap jiwa dan akal. 

b Keìteìrseìdiaan SDM Lokal: Di beìbeìrapa daeìrah teìrpeìncil, keìteìrbatasan 

sumbeìr daya manusia meìmbuat masyarakat leìbih fleìksibeìl dalam 

meìmilih peìrangkat deìsa, teìrmasuk meìmbuka keìseìmpatan bagi mantan 

narapidana. 

                                                           
70 Imam Al-Mawardi, Hukum-hukum Penyelenggaraan. 6 
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c Peìnceìgahan Kriminalitas Ulang: Peìmbeìrdayaan eìks narapidana dapat 

meìnjadi strateìgi meìnceìgah meìreìka keìmbali meìlakukan tindak pidana 

kareìna sudah dilibatkan dalam aktivitas positif. 

2. Aspeìk Poteìnsi Keìrusakan (Mafsadah) 

a Hilangnya Keìpeìrcayaan Publik: Peìngangkatan mantan narapidana 

bisa meìnimbulkan keìraguan atau keìreìsahan masyarakat, teìrutama jika 

peìlanggaran hukumnya beìrat atau beìrulang. 

b Citra Peìmeìrintahan Deìsa: Citra buruk bisa teìrbeìntuk jika peìrangkat 

deìsa dianggap tidak meìmiliki inteìgritas moral yang tinggi, seìhingga 

meìrusak keìmaslahatan dari sisi hifzh al-din dan hifzh al-mal. 

c Poteìnsi Peìnyalahgunaan Weìweìnang: Jika mantan narapidana beìlum 

seìpeìnuhnya pulih seìcara moral dan sosial, ada risiko meìreìka 

meìnyalahgunakan jabatan deìmi keìpeìntingan pribadi. 

Kriteìria Maslahah yang Layak Dijadikan Dasar 

     Meìnurut ulama ushul fiqih, maslahah yang dapat dijadikan dasar 

hukum harus meìmeìnuhi tiga syarat: 

a Maslahah itu beìrsifat umum (tidak hanya untuk keìpeìntingan pribadi). 

b Maslahah tidak beìrteìntangan deìngan nash syar‟i. 

c Maslahah itu nyata dan meìndeìsak (bukan dugaan seìmata). 

Dalam konteìks peìngangkatan mantan narapidana seìbagai peìrangkat deìsa, 

maka peìrlu dilakukan peìnilaian yang keìtat teìrhadap apakah 

peìngangkatan teìrseìbut beìnar-beìnar meìmbawa keìmaslahatan yang leìbih 

beìsar dibandingkan keìrusakannya. 

Dalam tinjauan maslahah mursalah, praktik ini dapat dibeìnarkan apabila 

beìnar-beìnar meìmbawa manfaat koleìktif, tidak meìngancam stabilitas 

sosial, dan tidak meìnyalahi keìteìntuan hukum positif maupun prinsip 

moral syariah. 

Implikasi Hukum dan Sosial 

Peìngangkatan mantan narapidana seìbagai peìrangkat deìsa meìnimbulkan 

dileìma antara keìadilan reìhabilitatif dan keìpeìrcayaan publik. Dalam hukum 

positif, peìraturan masih meìmbeìrikan peìmbatasan bagi eìks narapidana 
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teìrteìntu. Namun dari peìrspeìktif maslahah mursalah, ada ruang untuk 

peìrtimbangan sosial dan moral, asalkan meìmeìnuhi asas keìmanfaatan dan 

tidak meìlanggar prinsip syariat. 

Dari peìnjeìlasan mateìri di atas peìnilis dapat meìnganalisis bahwa 

seìharusnya Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa leìbih meìmpeìrtimbangan 

keìmaslahatan atau manfaaat keìdeìpannya bagi Masyarakat bukan hanya 

seìkeìdar meìngangkat suatu peìmimpin hanya seìkeìdar meìmiliki hubungan 

keìluarga dan pilihlah orang yang beìrkompeìteìn yang cocok untuk meìnjalani 

tugas nya agar meìmbantu Keìpala Deìsa untuk meìnjalankan tugas dan 

weìweìnang nya di Deìsa agar deìsa leìbih maju dan teìrtib. 

Dari hasil wawancara diatas peìnulis dapat meìnganalisa bahwa maslahah 

mursalah itu adalah suatu hal yang meìndatangkan manfaat dan keìbaikan 

dalam keìhidupan dan meìnjauhkan dari keìmudaratan. Dalam kasus 

peìngangkatan peìrangkat deìsa ini teìrmasuk dalam Maslahah  Tahsiniyah, yang 

dimaksud deìngan Maslahah  Tahsiniyah ini adalah maslahah yang harus 

dipeìnuhi dalam rangka meìmeìbeìri keìseìmpurnaan dan keìindahan bagi 

keìhidupan manusia, dan juga peìngangkatan peìrangkat deìsa seìharusnya tidak 

meìlanggar syariat, seìlama tidak ada larangan dalam syariat maka peìrangkat 

deìsa mantan narapidana ini dipeìrboleìhkan meìnjadi peìrangkat deìsa, dan 

meìngingat peìrangkat deìsa mantan narapidana ini teìrdapat salah satu sifat 

peìmimpin dalam islam yaitu sabar dan pintar, walaupun tidak seìmua sifat 

seìorang peìmimpin dalam islam ada pada dirinya teìtapi sudah ada beìbeìrapa 

sifat seìorang peìmimpin dalam dirinya. Seìlama itu baik dan tidak meìngandung 

keìmudaratan maka peìngangkatan peìrangkat deìsa mantan narapidana ini 

dipeìrboleìhkan, kareìna  tidak seìmua orang yang buruk itu seìlalu buruk 

sifatnya dan tidak seìmua orang baik itu baik sifatnya, kareìna sifat manusia ini 

tidak peìrnah teìtap pasti akan beìrubah-ubah dan akan ada khilaf dalam dirinya. 

Walaupun seìorang mantan narapidana ini dianggap tidak baik dalam 

Masyarakat mungkin keìpala deìsa juga meìmiliki beìbeìrapa peìndapat yang 

meìnjadi alasan untuk meìngangkatnya, walaupun ada orang yang leìbih layak 

dan beìrsih teìtapi keìpala deìsa mungkin meìmiliki alasan teìrteìntu dalam 

peìngangkatan peìrangkat deìsa mantan narapidana. Peìnulis juga beìrharap 
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seìmoga keìdeìpannya meìnjadi pribadi yang leìbih baik lagi dalam meìmajukan 

deìsa ini. 

Keìteìntuan Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa Mantan Narapidana Dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Teìntang Deìsa Seìjalan Deìngan Prinsip 

Maslahah Mursalah 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 teìntang Peìrubahan Keìdua atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Teìntang Deìsa mulai disahkan pada 

tanggal 25 April 2024. Keìlahiran Undang-Undang teìntang Deìsa ini 

peìrubahan keìdua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan 

meìnggantikan peìraturan teìntang deìsa yang teìrtuang dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 teìntang Peìmeìrintah Daeìrah dan Peìraturan Peìmeìrintah 

Nomor 72 Tahun 2005 teìntang Deìsa. 

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Pasal 33 huruf g 

bahwa tidak seìdang meìnjalani hukuman pidana peìnjara, dan huruf h tidak 

peìrnah dijatuhi pidana peìnjara beìrdasarkan putusan peìngadilan yang teìlah 

meìmpunyai keìkuatan hukum teìtap kareìna meìlakukan tindak pidana yang 

diancam deìngan pidana peìnjara paling singkat 5 (lima) tahun atau leìbih, 

keìcuali 5 (lima) tahun seìteìlah seìleìsai meìnjalani pidana peìnjara dan 

meìngumumkan seìcara jujur dan teìrbuka keìpada publik bahwa yang 

beìrsangkutan peìrnah dipidana seìrta bukan seìbagai peìlaku keìjahatan beìrulang-

ulang. 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 meìngatur keìteìntuan peìngangkatan 

peìrangkat deìsa dimana seìsuai syarat meìnjadi seìorang peìmimpin di dalam 

islam. Prinsip maslahah mursalah meìndasari keìbijakan ini untuk meìmastikan 

bahwa peìngangkatan teìrseìbut meìmbeìrikan manfaat bagi masyarakat dan tidak 

beìrteìntangan deìngan keìpeìntingan umum. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 

teìntang Deìsa meìmbeìrikan landasan hukum bagi peìngangkatan peìrangkat 

deìsa, teìrmasuk di dalamnya mantan narapidana. Hal ini beìrtujuan untuk 

meìmbeìrikan keìseìmpatan bagi individu yang teìlah meìnjalani hukuman untuk 

beìrkontribusi dalam peìmbangunan deìsa. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 meìngatur bahwa calon peìrangkat 

deìsa harus meìmeìnuhi syarat teìrteìntu, teìrmasuk beìrpeìrilaku baik. Ini meìnjadi 
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tantangan keìtika meìmpeìrtimbangkan mantan narapidana, kareìna status 

meìreìka mungkin dianggap beìrteìntangan deìngan syarat teìrseìbut. Oleìh kareìna 

itu, peìrlu ada peìnilaian yang leìbih meìndalam meìngeìnai apa yang dimaksud 

deìngan "beìrpeìrilaku baik" dan bagaimana mantan narapidana dapat 

dibuktikan teìlah beìrubah dan siap untuk meìnjalankan tugas seìbagai peìrangkat 

deìsa. 

Peìngangkatan mantan narapidana seìbagai peìrangkat deìsa harus meìlalui 

proseìs seìleìksi yang transparan dan adil. Hal ini peìnting untuk meìmastikan 

bahwa masyarakat meìmiliki keìpeìrcayaan teìrhadap peìrangkat deìsa yang 

teìrpilih. Proseìs ini juga harus meìlibatkan partisipasi masyarakat untuk 

meìndapatkan dukungan dan peìneìrimaan dari warga deìsa. 

Peìngangkatan mantan narapidana dapat meìmiliki dampak sosial yang 

signifikan. Jika mantan narapidana dapat meìnunjukkan kineìrja yang baik dan 

meìmbeìrikan kontribusi positif, hal ini dapat meìngubah pandangan 

masyarakat teìrhadap meìreìka dan meìngurangi stigma yang seìring meìleìkat 

pada mantan narapidana. Namun, jika tidak dikeìlola deìngan baik, hal ini juga 

dapat meìnimbulkan keìtidakpeìrcayaan dan peìnolakan dari masyarakat. 

Keìteìntuan ini meìnceìrminkan upaya untuk meìnyeìimbangkan antara 

prinsip keìadilan dan reìhabilitasi. Di satu sisi, peìnting untuk meìnjaga 

inteìgritas dan kualitas peìrangkat deìsa, teìtapi di sisi lain, meìmbeìrikan 

keìseìmpatan keìpada mantan narapidana untuk beìrkontribusi dalam 

peìmbangunan deìsa juga meìrupakan langkah positif dalam proseìs reìhabilitasi 

meìreìka. 

Mantan narapidana dapat diangkat seìbagai peìrangkat deìsa jika teìlah 

meìmeìnuhi syarat teìrteìntu, seìpeìrti: 

1. Teìlah meìnjalani masa hukuman dan meìndapatkan peìngakuan 

reìhabilitasi. 

2. Tidak teìrlibat dalam tindak pidana yang meìrugikan masyarakat. 

3. Meìmiliki keìmampuan dan kompeìteìnsi yang dibutuhkan untuk 

meìnjalankan tugas seìbagai peìrangkat deìsa.  

Prinsip Maslahah Mursalah 
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Prinsip maslahah mursalah meìneìkankan pada keìpeìntingan umum dan 

keìseìjahteìraan masyarakat. Dalam konteìks ini, peìngangkatan mantan 

narapidana seìbagai peìrangkat deìsa dapat dilihat seìbagai upaya untuk 

meìmbeìrikan keìseìmpatan keìdua keìpada individu yang teìlah meìnjalani 

hukuman, seìhingga meìreìka dapat beìrkontribusi positif bagi masyarakat. Hal 

ini seìjalan deìngan tujuan reìhabilitasi sosial dan reìinteìgrasi mantan narapidana 

keì dalam masyarakat. 

Deìfinisi Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang meìneìkankan 

pada keìpeìntingan umum dan keìseìjahteìraan masyarakat. Dalam konteìks 

peìngangkatan mantan narapidana, prinsip ini meìngharuskan bahwa  

Peìngangkatan peìrangkat deìsa mantan narapidana dalam Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2024 meìrupakan langkah progreìsif yang seìjalan deìngan prinsip 

maslahah mursalah. Deìngan meìmbeìrikan keìseìmpatan keìpada mantan 

narapidana untuk beìrkontribusi dalam peìmeìrintahan deìsa, diharapkan dapat 

teìrcipta masyarakat yang leìbih inklusif dan beìrkeìadilan. Peìndapat dari 

beìrbagai ahli meìnunjukkan bahwa keìbijakan ini tidak hanya beìrmanfaat bagi 

individu yang beìrsangkutan, teìtapi juga bagi masyarakat seìcara keìseìluruhan. 

Dari hasil mateìri diatas peìnulis dapat meìnganalisis Prinsip Maslahah 

Mursalah dalam Peìngangkatan mantan narapidana seìbagai peìrangkat deìsa 

harus seìjalan deìngan prinsip maslahah mursalah, yang meìneìkankan 

meìngangkat deìngan syarat meìndapatkan manfaat atau keìbaikan untuk 

meìnjadi seìorang peìmimpin dalam deìsa Peìngangkatan mantan narapidana 

seìbagai peìrangkat deìsa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 beìrtujuan 

untuk meìmbeìrikan keìseìmpatan keìdua dan meìndukung reìinteìgrasi sosial, 

deìngan teìtap meìmpeìrhatikan keìpeìntingan masyarakat dan prinsip maslahah 

mursalah. Teìtapi juga peìnulis beìrpeìndapat bahwa seìseìorang yang sudah 

meìnjani hukuman kurungan peìnjara deìngan kasus peìncurian beìrarti meìmiliki 

sifat yang kurang baik kareìna tidak seìsuai deìngan undang-undang yang 

meìngatur teìntang syarat meìnjadi seìorang peìrangkat deìsa dan tidak seìsuai 

deìngan syarat meìnjadi seìorang peìmimpin dalam islam. Meìskipun dalam 

prinsip maslahah mursalah dipeìrboleìhkan meìngangkat mantan narapidana 
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seìbagai peìrangkat deìsa seìlama meìreìka meìmbeìrikan manfaat atau keìbaikan, 

hal ini beìrteìntangan deìngan peìraturan peìrundang-undangan yang meìneìtapkan 

bahwa calon peìrangkat deìsa harus beìrpeìrilaku baik. 

Seìlanjutnya peìnulis juga dapat meìnganalisis Poteìnsi keìmudaratan dalam 

konseìp maslahah mursalah jika mantan narapidana meìnjadi peìrangkat deìsa 

dapat meìncakup beìbeìrapa aspeìk. Peìrtama, ada reìsiko keìhilangan keìpeìrcayaan 

masyarakat teìrhadap peìrangkat deìsa jika mantan narapidana tidak dapat 

meìnunjukkan peìrubahan peìrilaku yang signifikan. Keìdua, stigma sosial 

teìrhadap mantan narapidana dapat meìnghambat kolaborasi dan partisipasi 

masyarakat dalam program-program deìsa, yang pada akhirnya dapat 

meìngganggu stabilitas sosial dan peìmbangunan deìsa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan praktik pengangkatan perangkat 

desa di lapangan. Meskipun undang-undang menetapkan bahwa calon 

perangkat desa tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kenyataannya banyak 

pemerintah desa yang tidak melakukan verifikasi rekam jejak hukum 

calon secara maksimal. Kasus di Desa Keisambe Lama menunjukkan 

bahwa seorang calon perangkat desa yang pernah dihukum penjara 

selama 3 tahun karena tindak pidana pencurian tetap diangkat tanpa 

transparansi, sehingga masyarakat tidak mengetahui latar belakang 

hukum calon tersebut. Dari perspektif hukum positif, pengangkatan 

tersebut bertentangan dengan UU Desa, kecuali jika yang bersangkutan 

telah memperoleh rehabilitasi atau amnesti. Namun, hukum nasional 

Indonesia juga mengakui hak asasi manusia yang memberikan 

kesempatan kepada setiap warga negara untuk diangkat dalam jabatan 

pemerintahan, termasuk mantan narapidana. Hal ini diperkuat oleh pasal-

pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak atas 

perlindungan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan 

tanpa diskriminasi. 

2. Tinjauan Maslahah Mursalah teìrhadap Peìngangkatan Peìrangkat Deìsa 

Mantan Narapidana meìnunjukkan bahwa seìcara prinsip hukum Islam, 

peìngangkatan teìrseìbut dapat dibeìnarkan seìlama meìndapatkan maslahat 

atau manfaat atau keìbaikan bagi masyarakat. Dalam keìrangka Maslahah 

Mursalah, tindakan teìrseìbut dipandang meìmbawa manfaat yang leìbih 

beìsar bagi individu maupun masyarakat, khususnya dalam hal,  

a Reìhabilitasi sosial dan peìngakuan hak asasi bagi mantan narapidana, 

b Peìnguatan nilai-nilai tobat, keìadilan sosial, dan inklusivitas,  
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c Tidak adanya dalil syar‟i yang seìcara eìksplisit meìlarangnya, seìlama 

tidak meìnimbulkan mafsadah yang leìbih beìsar.  

Oleìh kareìna itu, jika peìngangkatan dilakukan seìcara transparan, 

deìmokratis, seìrta meìndapat dukungan dari masyarakat, maka seìcara 

syar‟i dapat dianggap seìbagai beìntuk keìmaslahatan yang sah dan seìsuai 

deìngan maqashid al-syari‟ah (tujuan syariat). 

B. SARAN 

1. Keìpada Peìmeìrintah Deìsa diharapkan leìbih seìleìktif dan bijaksana dalam 

proseìs peìngangkatan peìrangkat deìsa, khususnya bagi mantan narapidana, 

deìngan meìmpeìrtimbangkan aspeìk moral, sosial, dan peìneìrimaan 

masyarakat, agar tidak meìnimbulkan konflik atau mafsadah di keìmudian 

hari. 

2. Keìpada peìmeìrintah seìharusnya leìbih meìnjeìlaskan seìcara deìtail teìntang 

syarat dan keìteìntuan untuk meìnjadi peìrangkat deìsa. Deìngan dasar hukum 

yang jeìlas dan teìrstruktut, agar tidak meìnimbulkan peìrbeìdaan peìndapat 

teìntang masalah ini.  
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